PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR '40 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG M:ILIK DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketenéuan Pasal 50 ayat (2},

Pasal 55 ayat (3), Pasal 58, Pasal 6, Pasal 73, Pasal 80 =
ayat (5), Pasal 84 dan Pasal 96 Pemiuran Daezah Nomor 3

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik . Daerah, - 1

maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di B

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang»Undang Dasar Negara Repubhk :

Indonesia Tahun 1945;

. Undang~Undang Nomor 25 Téhun 1956 ten{alig}'j__,
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan =

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indenesia Nomor o

1106);

Nomor 4»286)

Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang'_'__'..
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran =
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82, . - °

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan L
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema o

. Undang-Undang Nomor 1 Ta_hun 2004 _';_'-jii:é_l_:;'iiaﬁg._
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik =
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran .

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 téniang_:_._{
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuaﬂgan A ey
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 - =
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
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Menetapkan

10.

11.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEkNmﬁgﬂf!;*“
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DIEJNGKUNGAN_ S

Undang Nomor 12 Tahun 2011 %ten‘tang Pembentukan
Peraturan = Perundang-undangan = (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temaﬁg
Pemerintahan  Daerah (Lembazam Negara, Repubhk Sl
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemharan_.-
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah ¢

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undamg~Unc1a11g e
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedusa Atas =~
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig. o

Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara - Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan mn}baran;___'j:

Negara Republik Indonesia Nomor 56’7’ 9

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten‘tanw'f -_ e
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R@publﬂg:ﬁﬁi i
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemba;an S e

Negara Republik Indonesia Nomor 5 165)

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang_" :
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daemh (Lembaran_'___f-'_"
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 - Nemor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor =~ =~ |
9033) sebagaimana telah diubah dengan = Peraturan A
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan’ Atas e
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang = =
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembarani S
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, '~ 7
Tambahan Lembaran Negara R@pubhk Ind@nesm N@mm_ R

6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016}’--':'..:'_f_;.____
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bemia SRS R i

Negara Republik Indonesia Tahun 2036 Nomor 547);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tﬁ_ﬂmn 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah . (Lembaran . Daerah - .
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor _3-,'-:_
Tambahan Lembaran Daerah vams:{ Kalimantan Baia‘t o

Nomor 2);

MEMUTUSKAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

o)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaj‘a:"'_:.'-'Z':'; i

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. pemermtahan :
yvang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat :

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat selaku Pemegang Kekuasaan o i

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ci1smgkat DPRD adalah__ PR

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kahmantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi: Kalimantan Barat. =

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, - 1 _
Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjl,ﬂ:nya disirigkat BKAD e

adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kahmantan Barat

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya dzsebut Pengelola Barang = S
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan SO DY

koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD aéalah unsur pembaﬁtu .
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyeienggaraan urusan pememztahan-:-;_}

yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyal fungsr'- s

pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuaﬁgan:f:_

Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangam penggunaan:._f_.- R

barang milik daerah,

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UP‘T adalah bagzaﬁ darl"t"ﬁ..:_ : :

PD yang melaksanakan satu atau beberapa program..

Biro adalah Biro yang berada di lingkungan Sekretarlat Daerah Prownsl )

Kalimantan Barat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya dzsmgka‘c 35
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang drtetapkan dengan-;'g S

Peraturan Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang chbeh atau dlpei'oieh atas_'_f_' S

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebu‘t sebagal Kuasaf S
Pengguna Barang adalah Kepala UPT atau pejabat yang: dztunjuk oleh'.;__:_--._}_._ S
Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yaﬂg berada e

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang.'--_'f'ﬂf
melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik }Daerah pada Pengguna'"_": EESE

Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya’ dlsebut Pengurus Barang:'

adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang dzserah} tugas” G

mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang dlsm ahi tugas menériiﬂé"s’;-s-
menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Mmk Daerah' T R

pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungswnal Umum'- yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan menatausahakan O

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29

30.

31.

32.

34.

. Sewa adalah pemanfaatan Bazang Milik - Daerah Oldl plhak Iam daiamf

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengums Barang yang;.'_{_ S
membantu dalam penyiapan administrasi maupun tei{ms penatausahaan_{_..'5;‘_"__. e
barang milik daerah pada Pengelola Barang. - : S : e

Pembantu Pengurus Barang Pengguna ada}ah Pengums Bamng yaﬁg :'-f
membantu dalam penyiapan administrasi maupun tekms penatausahaan pE
barang milik daerah pada Pengguna Barang. . : P

Pengurus Barang Pembantu adalah Vang disemin tuﬂas menemma
menyirnparn, mengeluarkan _menatausahakan da.n mempe} i:an gunff'“
jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Bar&ng R :

Penilai adalah pihak yang  melakukan pemlazan Secara 11’1dependeﬁj
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. S

Penilaian adalah proses kegatan untuic memberﬂ&aﬂ suatu opml nﬂaz ata& A
suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pa da Saa‘t teri:entu o

Penilai Pemerintah adalah Penzleu Pemerintah Pusat dcm Peﬁllai Pememntah}f:
Daerah. B

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseiumhaﬂ kefflatan yaﬂg-_*f‘
meliputi  perencanaan kebutuhan dan penganggaraﬁ pengada{m -
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan “dan- pemehharaan, p@mlazaﬁ;
pemindahtanganan, pemusnahm penghapusan perlatausahaa:ﬂ dan

pembinaan, pengawasan dan pengemdahan

Pengamanan adalah serangkaian kegatan yang dﬂal{ukaﬁ Peng@ic:la-
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Peng gguna. Beuang ‘berupa
pengamanan fisik, administrasi dan hukum terhadap Barang Mﬂlk: Da_emh
vang berada dalam penguasaannya. B T e

Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yamg d11a§aukaﬁ oleh Pengg,una
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. terhadap Baramrr Mﬂﬂq Daerah
yvang berada dalam peng gguasaannya  yang bermjuaﬁ untuk mmyaga
kondisi dan memperbaiki semua barang milik’ daerah agar selalu dala
keadaan baik dan layak serta siap digunakan Secara ‘berdaya guna dan_-_;-,
berhasil guna. : - : : S

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 1111c1an kebutuhan}
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang. ‘E:elah;
lalu dengan keadaan yang sedang berjaiarl sebagal da&af daiam melalmkz«m'
tindakan yang akan datang. . : : :

Penggunaan adalah kegla‘tan yang dﬂakukan eleh Pengguna Bai ang dﬂam._
mengelola dan menatausahakan Barang Milik’ Daerah yaﬁg sesuai deng;m'
tugas dan fungsi PD yang bersangkutan. . -

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Mihk Daei ah yaﬂo" t1da§s;f
digunakan untuk penyelenggaraan tugas damn- funwm PD dan/ atau
optimalisasi barang milik daerah denﬂaﬁ tldak' mengubah Stam@f
kepemilikan. : : S '

jangka waktu tertentu dan menerima 1mbaia}:1 uang Lunal

Pinjam pakai adalah penyerahan peng gunaan barang antara Pemeurxtah
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah da}am Jangkaé
walktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka Waktu *e‘:ersebut;
berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur. : : :

CHARG ?ERANGKA’E‘ BAERAH
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35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat  KSP ‘adalah L
pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam Janglka waktu o
tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber .
pembiayaan lainnya. : _ AR

Bangun Guna Serah yang selanjuinya disingkat BGE adalah pemanfaatan = - R
Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara raendirikan -
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunalan R R
oleh pihak lain tersebut dalam jangka wakiu tertentu yang: telah ol
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tariah beserta'bangunan =~ 0

dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka walktu, .

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatas .
Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan =~
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah cselesai o
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak i

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI .
adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan =~
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - .
undangan. e - _. :.._: |
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya “disingkat PJPK
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. . .7

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemililan Barang -M:ilik.g_Déeréfh.' _' i
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik ‘daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. e B
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang MlthaelahVang
dilakukan antara Pemerintah’ Pusat dengan Pemerintah Daerah; antar -
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihalk lain,.
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit S
dengan nilai seimbang, R e
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dan Pemerintah. Pusat
kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari
Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa mempercleh penggantian.. .~

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah '_pei’igg}.iﬁafi kepem;hkan o
Barang Milik Daerah vang semula merupakan kekayaan 3angmda1{ L
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk - diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah’ pada Badan ‘Usaha- Milik :Negara, Badan
Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara: oo
Penghapusan adalah tindakan menghapus Bm*ai‘lgfl‘»/ﬁf{ik_Z'Dé_;e_rah: damdaﬁar

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang beiwenang untuk -
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang -dan/atau ;;f:‘jt{ugs_aa;._;_
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang .
yang berada dalam penguasaaniya. _ e TR e g
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang .n{a‘elip‘_é;i‘ﬁ pembukuam

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Ketentuan =~

peraturan perundang-undangan. o PERBOTIE i
Inventarisasi adalah kegiatan ‘untuk melakukan _pei‘ldataaﬁ,?rijeﬁcaté;tali'.__'r'
dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. - S e

Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang ‘merupakan - bukti S
kepemilikan atas Barang Milik Daerah. : R R SR

5
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49. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data selurith
Barang Milik Daerah.

50. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang
Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai
Negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

53. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

54. Sistem Informasi Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat SIAP BMD adalah aplikasi penatausahaan barang
milik daerah berbasis web yang digunakan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.

55. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita
acara serah terima antara pihak-pihak terkait.

BAB i
MAKSUD IDAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk teknis
pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah bagi Pengelola Barang dan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.

{2) Tujuan dar Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a. memberikan landasan yuridis terhadap kebijakan daerah atas
pemanfaatan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pemanfaatan
barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Barang
Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB I

PRINSIP UMUM, OBJEK,
MITRA, BENTUK DAN TATA CARA PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 3

{1} Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. pengelola barang dengan persetujuan Gubemur,i untuk barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

KARO | PERANGKAT DAERAN
HURDB  PEMRARAREA.
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b. pengguna barang dengan persetujuan Gubernur atau Pengelola Barang, = - e
untulk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan ==
yang masih digunakan oleh Pengguna Baz‘ang} dan selam_ _?anah;;:"-'; o
dan/atau bangunan. : S

{2) Pemanfaatan barang mililk daerah dilaksanakan berdasal‘kan pertimb%ngan_' :'-:Z
teknis dengan memperhaﬁhan kepentingan - daer ah daﬁ Leperztmgan':_“-;, Sl
Iy, . RIS B

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dﬂakukan sepanjang ta,dakf-f"_f- {If f:-' :
mengganggu pe}aksanaaﬂ tugas dan fungsi penyeiemg,garaan pemermtahan_f;
daerah. - o e

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan -taj‘zpa_ ':1ﬁéméi?iiiiéai;fi;_ﬂ o
persetujuan DPRD. e s

Pasal 4

(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang mﬂl}» daerah Sei ta blaya
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan- dlbebankan pada mztiasi_;..;-_,‘
pernanfaatan. . _ : :

(2) Biaya persiapan pemanfaataan barang milik: daez ah Sampal dengan‘:._:
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD R
(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang ‘milik daerah mempakan_

penerimaan daerah yang wajib disetorkan Selramhma ke rekenmg has{;_;
Umum Daerah, 3 = o

{(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barz—mg mzhk daerah daiam mngka’:

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan fugas dan fungsi. Badan
Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yemg dzsetmkan’
seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daez ah. T

{3) Pendapatan daerah dari pemanfaa‘tan barang milik daerah’ dalam mugﬁa
selain penveienggaz*aam tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah:
merupakan penerimaan daerah vang disetorkan seiuruhnya ke mkenmg;],{
Kas Umum Daerah. : - L

Pasal 5

{1} Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaataﬁ dﬂaranw dijaﬂ’lﬂ”ﬂx&ﬁf:
atau digadaikan. _ _ . '

{2) Parang milik daerah yang merupakan objek retmbum t:‘iaemh 'iidai«: dap"tt?
dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik da@rah :

Bagian Kedua |
Objek Pemanfaatan

Pasal 6

(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan. _ o Lo
(2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atqu baﬁgmlan-_": i

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, dapat dﬂakukan untuk-_ﬁ;”;.
sebagian atau keseluruhannya. : _ : :

RARO ] pER ANGHAT DABRAH || oo |
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(3)

(2)

Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah b_érupa sebagian tanah g

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah
dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah .
adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau banguﬂan yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga
Mitra Pemanfaatan

Pasal 7

Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa;

b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk o

pinjam pakai;
¢. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daer aii dalam bentuk KSP

d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuh

BGS/BSG; dan

e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daera}l dalam bentuk KSPI.

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memilili ’tanggung'

jawab:

a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang, milik daerah ses;um o

bentuk pemanfaatan;

b. menyerahlkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesual ketentuan bemuk'{' TR

pemanfaatan,

¢. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik- daerah‘_;i' I
vang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan ‘i:)arancr S

milik daerah;

d. mengembalikan barang milik daerah setelah berahhlrnya pelaksanaan

dan

e. memenuhi kewajiban lainnya yang d1te11ml\an dalam _perjai':ajiaﬂ

pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Keempat _
Bentuk dan Cara Pemilihan Mitra Pemanfaatan

Pazal 8

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

a.

o oo o

sewa,

. pinjam pakai;

KSP;

. BGS atau BSG; dan

KSPLL

Pasal O

(1) Cara pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa:

a. tender;
b. seleksi langsung; dan
¢. pernmunjukkan langsung.
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(2)

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
a. dilaksanakan secara terbuka;

b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
d

. dilaksanakan oleh panitia :pemilihan yang memﬂﬂq mtegrztas handal
dan kompeten; _ '

e. tertib administrasi; dan
tertib pelaporan.

ra

Pasal 10

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Peng@]ola”_'_{_; S

Barang atau BGS/BSG terdiri atas:
a. pengelola barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh pengelola baiang

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSsPp pada pen%gi.ina. B

Barang terdiri atas:
a. pengguna barang; dan |
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh pengguna barang.

Pasal 11

Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.

Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang rmhk_
daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra. dapat dﬂakukan meiaiuz'_____._'-'___

Penunjukkan Langsung.

Pasal 12

Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS / BSG, Pen ﬂeiola_'_ﬁ' i
Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebawai b@mkm S

a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain per syaraﬁaﬁ pesei é,a ey

calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan; .
b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang mehputl
1. kemampuan keuangan; :
2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.
c. menetapkan panitia pemilihan;

d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra beidasariaan usul&m daﬁ--':
panitia pemilihan; e

e. menyelesaikan perselisihan antara peserta - ealon m:ttra dengan panma_}_f._ e

pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
f. membatalkan Tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang da,u dokumem'f":'_'__-'."'ﬁ:f-.:-'

pemilihan;

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kc)iusz korupsz, nepotls;me_

yang melibatkan panitia pemilihan ternyata tm‘buku benm‘
menetapkan mitra; '

. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan do}cumen pemﬂzh&m ‘ﬁ’i"ll‘t:ta S
dan _ S e

o
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i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Gubernur _ R
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, daiam

heal diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapai

a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudul«:annva Selaku
Pengelola Barang/Pengguna Barang. - S

Pasal 13
(1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. ketua,;
b. sekretaris; dan
C. anggota.

(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dzmaksud pada avat (1):."' : g
berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedﬂut 5 (hma) or, ang, SR

yvang terdiri atas: | . | L

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat meng1ku€se1ta£an unsur dam'_-_:
PD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemﬁzhan mitra pemanfaatary S A
KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang; | R

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengﬂ{uﬁgei‘takan unsur dau;;i" : _' iy
PD /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mﬂra pemanfaataﬁ' [
KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan . G

c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengﬂ{msertal{an UAsur: dani
PD/unit kerja lain yang léompeten untuk pemﬂzhaﬂ mitra BGS / BSG
{3} Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dlkema‘z oleh T
a. unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra. Pemanfaa‘tan KSP_'}' S
barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan S
b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mz'ﬁzla P@manfaatan IxSP_-:'_'__H._f
barang milik daerah pada Pengguna Barang, R e _
{4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dﬂaran%g tiitimjuié“ -' dalam
keanggotaan panitia pemilihan. 55 e

Pasal 14 __ _ 5 L

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dltetapkan ﬁebagaz parﬂtiaf.: D
pemilihan: — e

a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta mtegmtas

b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untui«; melaksanakanf )
tugas; | L

¢. memiliki pengetahuan vang memadai di bzdang p@ng@m}aan bcxraﬂg::;;';:r
milik daerah; - : B
d. mampu mengambil keputusan dan bertindak ‘Legas cian
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. : : S ;
(2} Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) c;ekurang—kumnwmya_j_5__'_;__' e "
melipuii: e
a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daemh dengan gt:}}engan'f
paling rendah I1/b atau yang setara; _ o
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan SIS
c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok daiam melaquanakan :
setiap tugas/pekerjaannya. : R
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(1)

Pasal 15

Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

a menyusun  rencana  jadwal  proses  pemilihan  mitra  dan
menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang untuk
mendapatkan penetapan;

b. menetapkan dokumen pemilihan;

c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional
dan di website pemerintah daerah masing-masing;.

d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon rﬂ:itz"é'

e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran vang
masulk;

menyatakan tender gagal,

melakukan tender dengan peserta calon mitra yang: lulus kualifikasi;
.melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau

pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;

1. mengusulkan calon mitra berdasarkan  Thasil tender/seleksi

langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang; :

j. menyimpan dokumen asli pemilihan;

oge e

k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenas proses dan hasil -

pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang, dan

1. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/ atau perubahan materi
perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal
diperlukan, :

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perianjian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | dilaksanakan setelah

mendapat persetujuan dari Gubernur untuk barang milik daerah yang
usulan pemanfaatannya atas persetujuan Gubernur.

Perubahan  spesifikasi teknis dan pmubahan: materl perjanjian :
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah -

mendapat persetujuan dari Pengelola Baraﬂg untulk barang milik daerah
yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 16

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra

Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhl persyaratan -

kualifikasi sebagai berikut: :
a. persyaratan administratif sekurang-kurangnya n mehpum
I. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. membuat surat Pakia Integritas;
4

. menyampaikan dokumen penawaran beserta doi&:umen
pendukungnya; dan

5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakap menurut hukum;

2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa.
Pemerintah;
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(2)

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemaﬂfaatam barang Tailik

3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan

manajerial; dan

4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain

vang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.:

Pejabat/pegawal pada pemerintah daerah atau plhak yang memﬁﬁﬂ -_j:”'; .
hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barancr/ Pengguna Barang, Tim™ - ;
pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai denﬁan derajat hetlwa:

dilarang menjadi calon mitra.

Pasgal 17

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biﬁya untuk pemiapam“

dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD yang meliputi:-
a. honorarium panitia pemilihan mitra;

b. biaya pengumuman, termasuk biava pengumurman alang,

c¢. biaya penggandaan dokumen; dan '

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksemazm pe mil;ih'aﬁ R R

mitra.

Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dzmaksud pada avat (1)" :

huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Tender

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 18

daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemaﬁi’aatan -
barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal. ' : =

Pasal 19

Tahapan tender meliputi:

@ e oo o

h.

pengumuman;

pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifikasi;
pemanggilan peserta calon mitra;
pelaksanaan tender; dan
pengusulan calon mitra.
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(1)

Paragraf Kedua
Pengumuman

Pasal 20

Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media
massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional
dan website pemerintah daerah. :

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan paling
sedikit 2 (dua) kali.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2} sekurang-kurangnya
memuat: :

a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Baramg,
b. identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;

¢. bentuk pemanfaatan;

d. peruntukan objek pemanfaatan; dan

e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemihhat‘i

Paragraf Ketiga _
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 21

Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemzhhan secara 1a1'1§>fsung" SN _' _
kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari Webmte sesuai waktu L

dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon msa'a yang melakukan o

pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Keempat
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 22

Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemzhhan secara 1angsung_: . [T
kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari Websne sesuai waktu 7

dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon m}tra vang mﬁ’lakukan”_': S

pengambilan dokumen permilihan.

Paragrafl Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 23

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara teibuka di hadapan -

peserta calon mitra pada waktu dan tempat yaﬁﬁf ditentukan' dalam
- dokumen pemilihan. :

Pembukaan dokumen penawaran dituangkan ciaiam berita acara yamg -
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 {dua) omnw saksi dari peserta

calon mitra yang hadir.
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Paragraf Keenam
Penelitian Kualifikasi

Pasal 24

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta
calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap,
benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi
kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.

(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam iberita acara yang

ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 25

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang
dinyatakan lulus kualifikasi untult mengikuti peiaksanaan tender melalui
surat tertulis dan/atau surat elektronik (e-mail).

Paragraf Kedelapan
Pelaksanaan Tender

Pasal 26

(1} Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik

daerah berdasarkan spesifikasi teknis vang telah ditentukan oleh Pengeiola'i :
Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dsgm peserta calon mitra

yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam FPasal 24 ayat (1).

{2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diiéjksamakan sepanjang

terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra vang memas‘ukkah
penawaran. -

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara vang ditandatangani oieh o

panitia pemilihan dan calon mifra selaku pemenang iender

Paragraf Kesembilan
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 27

{1} Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaataﬁ: .

disampalkan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelcla-

Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasﬂ tender.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} m;}amgmkan deku'iﬁeﬁr 8

pemilihan.

Pasal 28

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai =

mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaifana

dimalksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan keputusan Pengelola -

Barang/Pengguna Barang.
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Paragraf Kesepuluh
Tender Gagal

Pasal 29

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. tidak terdapat peserta calon mitra vang lulus kualifikasi;
b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Menteﬂ ini; atau -
d. calon mitra mengundurkan diri.

{2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi k@padeft peserta calon mitra; .'

Paragraf Kesebelas
Tender Ulang

Pasal 30

{1} Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:

a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud daiam Pasal 29 ayat (1) S

atau
b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang da,m 3 (tiga) peserta. -

(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender- uiam

panitia pemilihan segera melakukan pengumuman uiang di media massa’._.'-:- RN

nasional dan website pemerintah daerah.

(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} terdapai:. .

paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan den@aﬂ o B

mekanisme tender.

Paragraf Keduabelas
Seleksi Langsung

Pasal 31

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagalmana dlmak&ud_'_'_'.' B
dalam Pasal 30 ayat (2}, peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang -

terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan mezﬁyatakan ’tender IR RS

ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsu,ng

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 {dua) calon mztra yang mez}gikuu{:f:. e

tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tahapan seleksi langsung meliputi
a. pembukaan dokumen penawaran;
b. negosiasi; dan :
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ P@ngguna Barang.

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan &epeiti halnya. pros&s' _

tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

Pasal 32

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemamfaatan dan Ixensep i

materi perjanjian.
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(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaataﬁf. S

BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah
daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan.

(3} Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/B3G, j?termasuk perubahan -

vang mengakibatltan penurunan kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk ==

pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dmegosmszkan

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negomasz
dituangkan dalam berita acara negosiasi yang dztandatangqm oleh panitia
pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 33

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi '
melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masmg masing peseria

calon mitra.

{2) Panitia pemﬂihan menyampaikan usulan peserta calon mitra, dengan hasﬂ

negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/ F’engguna Barang untuk dfzpa‘i:.‘ _ B

ditetapkan sebagail mitra.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ci1se:t tai dengan dasar -

pertimbangan dan melampirkan dokumen pemlhhan

Paragraf Ketiga Belas
Penunjukkarn Langsung

Pasal 34

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud =

dalam Pasal 30 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajuken penawaran
hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyataksm Tl

tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penun;ukan langsung.

{2) Pennunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (sam) calon mitra _yang

mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam ‘tahapan penun}ukan

langsung.

Pasal 35

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penumju%ﬁkéﬂ ! ¥
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2] dan ayat (3), berlaku

mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas barang milik

daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalaim Pasal 11 ayat (2) R
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(1)

Bagian Keenam
Sewa

Paragraf Kesatu

Pringip Umum

Pasal 36

Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan ’tu;'“{.tan:
a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak

dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan f tugas dan ﬁii’igsi ﬁ:

penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam raﬁﬂka menunjang mgas )
dan fungsi Pengguna Barang (misalnyva penvewaan kantin,. liopera&,
fotokopi dan lain-lain);
¢. Menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah; d.{»m /atau _
d. mencegah penggunaan barang milikk daerah oleh pihak lain secara mciak e
sah. . _

Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidalc méﬂ_wikaﬁ -:_ S
pemerintah daerah dan tidak mengganggu p&iaksan&an tugas dan fumgsz S R

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 37

Barang milik daerah vang dapat disewa berupa:

a. tanah dan/atau bangunan vyang sudah dlserahkan oieh Pengguna'_”[} S

Barang kepada Gubernur;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masuh dlgunakaﬂ oleh RN R

Pengguna Barang; dan/atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf '}5{:
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persemgua:n dau_:'_ R R

Gubernur.

Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud p’lada ayat (i) 'hdiuf b: o :
dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengguna Barang sei,eiah mendapat'ﬁ.-ﬂ' SRR

persetujuan dari Gubernur atau Pengelola Barang. -

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, mehputz
a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Swasta; dan

d. Badan hukum lainnya.

dari :

a. perorangan;

b. persekutuan perdata;

persekutuan firma;

. persekutuan komanditer;
perseroan terbatas;
lembaga/organigasi internasional/asing;
yayasan; atau

. koperasi.

R RN

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf fc, antara .1aiﬁ-.$;ér_fdiri.._z N
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Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa

Pasal 38
(1) Jangka waktu sewsa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. -

(2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat lebih dari 5 {lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha vang memeriukan waktu sewa lebih

dari 5 (lima} tahun; atau .
c. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan

karakteristik usaha yang memerlukan lebih deri 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan

perhitungan hasil kajian atas Sewa vang dﬁal«_uk&n cleh pihak vang B

berkompeten.

(4) Jangka walktu sewa sebagaimana dimaksud pada ava‘i: (1) dapat chhztunﬁ B

berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan S@bagat berikut:
a. per tahun;

b. per bulan;

¢. per hari; dan

d. per jam.

(5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam | rangka kerja sama

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 B

(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu} kali. :

Pasal 39

Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam Eiemg_.gk;a kerja - s}'«ima':._-' -'
infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomam keteniu'm'-'

perundang-undangan.

Paragral Ketiga
Formula Tarif/Besaran Sewa

Pasal 40

{1) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetalpkan oleh Griibernui‘:f

a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunem dan

b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan S

dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang mﬂﬂa dae1ah

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) adalah begaran nﬂal

nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI sebagazmana dxmaksud e

dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakter 1stzL__'-__i |
usaha yang memerhukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana =~
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dapat memperﬁmbamgk&n nﬁm EEREE R

keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
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(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ay&{.“

(3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan
membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar
(willingness to pay) masyarakat.

Pasal 41

Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan %asﬂ perkalian dari:
a. tarif pokok sewa; dan :

b. faktor penyesuaian sewa.

Paragraf Keempat
Linglkup Tarif Pokok Sewa

Pasal 42

{1} Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, .

dibedakan untuk:

a. barang milik daerah berupa tanah;

b. barang milik daerah berupa bangunan;

c. barang milik daerah berupa tanah dan bangunan;

d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

(2) Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau banguhan =

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dapat '_ o | o

termasuk formula sewa Barang Milik Daerah berupa pk asarana bangunan.

(3) Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau banguman{-_t T
dihitung dan ditetapkan oleh mamnmmamng Pengguna Barang cimgan_-_-;-

berkoordinasi kepada instansi terkait sesuai ketentuazi yang berlaku,

Paragraf Kelima
Tarif Pokok Sewa Tanah

Pasal 43

Tarif pokok sewa untuk Barang Milik Daerah bempa tanah Sebagalmana' EERENETS

dimaksud dalam Pasal 42 ayat {1) huruf a merupakan hasﬂ perkalian dari:

a. faktor variabel sewa tanah (Fv);
b. luas tanah (Lt); dan
c. nilai tanah {Nt}.

Pasal 44

(1) Faktor  variabel sewa  tanah  sebagaimana . dimakesud  dalam

Pasal 43 huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga kom& tiga puluh persem)

{(2) Perubahan besaran faktor variabel sewa tanah sebaga:mana dunaksud :_-_:'

pada ayat (1), Gubenur dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daeiah-"_ S

atas nama Gubernur,

Pasal 45

(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dih}tung B

berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau Sertiﬁk;&i tanah.
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(2)

(3)

(1)

Dalam hal tanah vang disewakan hanya sebagian dafi keseluruhan tanah,
maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas
bagian tanah yang disewakan. 5

Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak L _
terhadap bagian tanah yang lainnva, maka luas. tanah sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan 3um£ah i@rt@ntu vang divakim' »

terkena dampak pemanfaatan tersebut.

Luas tanah dihitung dalam meter persegi.

Pasal 46

Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf ¢ merupakan
nilai wajar atas tanah.

Nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud piada ayat (1), dapat -
menggunakan hasil penilaian tanah atau harga umum /pasaran tanah

setempat pada waktu akan melakukan sewa.

Dalam hal nilai wajar atas tanah tidak ada dikaﬁ"er;‘akan sebab-@ébah

tertentu, Pengguna/Pengelola Barang dapat menggunakan nilai Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) tanah yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan -

Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBR) pada tahun
berjalan. :

Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimalksud pada ayat (3) adalah karena-

tidak dapat dilakukennya penilaian tanah oleh Penilai dan tidak

tersedianya harga umum/pasaran pada waktu akan melaksanakan sewa, =

Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Paragraf Keenam
Tarif Pokok Sewa Bangunan

Pasal 47

Tarif pokok sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) hurt;lf b merupakan hasil - F

perkalian dari:

a.falctor variabel Sewa bangunan;
b.luas bangunan (Lb); dan

c. nilai bangunan,

Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bsmgunan malka "_cai"if .- = |
pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

Pasal 48

Fakior variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4’2’

ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh fa'mpat o '.

persen).

Perubahan besaran faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Gubenur dapat memielegasﬂ{an kepada Sekretaris Daerah S

atas nama Gubernur.
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(1)

(2)

Pasal 49

Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 47 ayat (1} huruf b
merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalarm meter persegi.

Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian édari bangunan, maka
luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah sebesar luas
lantai dari bagian bangunan yvang disewakan.

Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang . disewakan memiliki
dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu
dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak. dari pemanfaatan
tersebut.

Pasal 50

Nilai bangunan sebagazmana dimaksud dalam Pas&i 47 ayat (1} huruf ¢
merupakan nilai wajar atas bangunan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimakfgud pada ayat {1},
sepanjang nilai buku barang milik daerah berupa bangunan yang akan
disewakan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiahj,

maka penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa vang dilakukan oleh a

Pengguna Barang:

a. dapat digunakan harga satuan bangunan sesuai i«:ﬁiasifikasi/ﬁpe da‘lam

keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan Pemerintah Daérah - :  |
Kabupaten/Kota setempat atau keputusan instansi yang membidangi .
teknis bangunan gedung pada tahun yang bersanglmitan, sepanjang nilai = -

wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ;ayat (1) tidak ada; -

b.dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang s
Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Balzzmg Pengguna/Kuasa.
Pengguna, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dan harga standar bangunan sebagaimana d1maksud pada huruf a tidak '1':-_ o

ada; atau o
c. dapat digunakan indikasi nilai yang mencmmﬁﬂ{an perkiraan nilai

bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimalksud pada ayai (1), |

harga standar bangunan untuk menghitung harga satuan bang,unan'l:”

sebagaimana dzmaksud pada huruf a dan ml‘-u bulou Sebaﬁalman&' 3

dimalksud pada huruf b tidak ada.
Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegl

Pasal 51

Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2)

huruf a merupakan perkalian dari:
a. harga satuan bangunan standar (Hs); dan
b. nilai sisa bangunan (Nsb).

Harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe =
dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan Pemerintah:-
Daerah Kabupaten/Kota setempat atau keputusan instansi yang =

membidangi teknis bangunan gedung pada tahun yang bersangkutan.

Dalam hal bangunan vang akan disewakan lebih deﬂf 1 (satu) lantai, maka- : RN

harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada . ayai (1) B

dikalilkan dengan faktor jumlah lantai bangunan.
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(4) Penghitungan falktor jumlah lantai bangunan seba@aﬁnana dimaksud 'lf;')a;d!a; Lo

ayat (3) dilakukan sesuai perhitungan harga satuan pez M= sebagai benkut
. Bangunan 1 lantai 1,000 standar harga gedung beﬁmgkat
. Bangunan 2 lantai 1,090 standar harga gedung ber’;mgi«:a‘c;

. Bangunan 3 lantai 1,120 standar harga gedung bez‘fingkat;

a
b
c
d. Bangunan 4 lantai 1,135 standar harga gedung bertingkat;
e. Bangunan 5 lantai 1,162 standar harga gedung beﬁiingkaﬁ;
f. Bangunan 6 lantai 1,197 standar harga gedung ber{;ingkat;
g. Bangunan 7 lantai 1,236 standar harga gedung berftéingkat;
h. Bangunan 8 lantai 1,265 standar harga gedung ber‘@ingka‘i;

i. Bangunan 9 lantai 1,299 standar harga gedung beﬁ;:ingkat; dan

i. Bangunan 10 lantai 1,333 standar harga gedung befz‘tingka‘t.

Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud padé ayat (1) huruf b

merupakan nﬂai sisa bangunan dalam persentase se:te}ah dzpei‘hlturwkan* R

penyusuian.

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merigacu pa‘da kef_;entua:} e z
peraturan perundang-undangan mengenai penyu&utan ;barang mﬂil«:.

daerah.

Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan sebagalmana dzmaksud pada e T

ayat (6) belum ada, maka perhitungan penyusutan dﬁ"ﬁtuﬂg
a.untuk bangunan permanen sebesar 2% {dua per %en) per tahun

b.untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empa‘t persen) per tahun

c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh per§3e11) per tahumn; dan _

d.penyusutan maksimal sebesar 80 % pertahun.

Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai d.engan }:{DHCEISE_;;-'_.-':'_;- -
nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkaﬁ kendzm bangunan 5

dengan perhitungan:

a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perm pemelilaraan - aw&l - _
sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai éerwaﬂ .100% (sez_atug_} AT

persen);

b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebaglan bangﬁnan yamg_."_f : --f:
bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh pmseﬂ) s,ampm ﬂt.ﬁﬂa:ﬁ EO N RO

85% {delapan puluh lima persen);
c. untuk kondisi rusak berat:

1. untuk rusak berat pada sebagian bangunan bail - yang bermfatf-_};l_' _'
struktur maupun non struktur, sebesar 55% (11ma puluh limal per sen) S

sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan

2. untuk rusak berat pada sebagian besar bar}gmmn baik yang bersifat

struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima pemen}ff S

sampal dengan 55% (lima puluh lima persen).

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dzmaksud pac'ia a.yat (I). :

pengajuan besaran sewa bangunan sebagai berikut :

a. dapat menggunakan harga satuan bangunan standai daiam keadaan”*

baru, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagazmana dzmaksué pada’_ o R

ayat (1) tidak ada;

WARO | | pRRANGHAT Bammair | | nl

momuM | vmmnaxirsa | ASTSTENI | SEEDA |

o




b. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Baa"ang

Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/ Kuasa
Pengguna, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan harga standar bangunan sebagaimana dzma}{sud pada hm uf a udak L

ada; atau _. : ;
¢. dapat digunakan indikasi nilad yang mencer mifil«;an perkiraan 1‘111&1 .

bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); R
harga standar bangunan untuk menghitung harga satuan bangunan L
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan miai buku sebagazmana o

dimaksud pada huruf b tidak ada.

(10} Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter pers%egi.

(1) Tarif pokok sewa berupa tanah dan bangunan sebagaim’ma dunaksud G

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasﬂ 53 a,vai: (1') -huf_u'f.a: : el

Paragraf Ketujuh
Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan

Pasal 52

dalam Pasal 42 ayat (1) huruf ¢ merupakan hasil pengumiahan dari:
a. tarif pokok sewa tanah; dan ' '
b. tarif pokok sewa bangunan.

Penghitungan tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dzmak&ud pada ayat (1) = e
huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan daiam Pasal 43, F&sal 44%_- s s

Pasal 45, dan Pasal 46.

Penghitungan tarif pokeok Sewa bangunan sebagaiﬁflaﬁa d’lmaiésud gﬁé&a_ .'
ayat (1) huruf b berlalku mutatis mutandis ketentuan daiam Pas;ai 4‘7‘ Pasal

48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Paragraf Kedelapan _
Komponen Faktor Penyesuai Sewa -

Pasal 53

Faktor penyesuaian Sewa sebagaimana dimaksud daﬁam Pasal 41 humf b'-_'
meliputi; : S

a. jenis kegiatan usaha penyewa,
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas sewa.

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihﬂuﬁg

dalam persentase.

Faktox penyesuai S@W& bempa jenis kegza‘tan usaha pe‘}yewa sebagajmama@{l';":-“f.:f-

(seratus persen}.

Paragraf Kesembilan
Jenis Keglatan Usaha Penyewa

Pagal 54

dikelompokkan atas:

a. kegiatan bisnis;
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b. kegiatan non bisnis; dan
c. kegiatan sosial.

Pasal 55

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a
diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari
keuntungan, antara lain:

a.perdagangan;

b.jasa; dan
c.industri. _

(2} Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang

atau jasa yang diberikan namun tidak semata- ma‘ca mencam keuntungan,
antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut :ﬁ biaya dalam jumlah
tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun
immaterial; '

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasﬂitas vang diperlukan
dalam rangka menunjang tugas dan fungsi PD Pen igguna Barang, dan

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non b1sz‘ns

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf ¢
diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas -~ = -
barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak bemrientam mencari
keuntungan, antara lain: L

a. pelayanan kepentingan urnum yang tidak memuﬂgut biaya dan/ a‘t&u R
tidak terdapat potensi keuntungan; : o

kegiatan sosial;
kegiatan keagamaan;
kegiatan kemanusiaan; dan

e oo 0 o

kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
kegiatan lainnya yvang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf Kesepuluh
Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 56

(1} Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dzmaksud dalam Pasal 53
ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kategori I, meliputi:

1. Perorangan, Persekutuan Perdata, Perselmman Firma, Persekutuaﬁ
Komanditer, Perseroan Terbatas, Lembaga/ Orgamsasﬁ Internasional
/Asing, Yayasan, atau Koperasi;

2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan Usaha Milik Daerah;
4. Badan hukum yang dimiliki negara; dan
5. Lembaga pendidikan asing.
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(2)

(3)

b. Kategori I, meliputi:
1. Yayasan;

2. Koperasi;
3. Lembaga Pendidikan Formal; dan
4. Lembaga Pendidikan Non Formal.

¢. Kategori I, meliputi:
1. Lembaga sosial,

2. Lembaga kemanusiaan;
3. Lembaga keagamaan; dan

4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pen’ferintahan / daé?éth'

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimalksud pada ayat (1) h&l us-' X

didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh PD/Unzt Kerja - yang

berwenang.

Dolkumen sebagaimana dimal«;s,ud pada ayat (2) dcm rencana kegia’tan e

penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulaﬂ Sewa

Pasal 57

Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud daiam Pasal 56 aj,rat (1)" _:"2
huruf a angka 5 mphpati lembaga pendzd;ka_n | a,smg Vang,--‘:_:.

menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 56 aya‘L (1y B
huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik mzhk;- R

swasta maupun milik pemerintah, meliputi:
a.lembaga pendidikan anak usia dini formal;
b.lembaga pendidikan dasar;

c. lembaga pendidikan m&nengaﬁ; dan
d.lembaga pendidikan tinggi

Lembaga pendidikan non foima‘i sebagaimana d:tmaksud daiam Pasal 56’:3 e

ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:

a. lembaga kursus;

b.lembaga pelatihan;

c. kelompok belajar;

d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
e. majelis taklim; dan

f. satuan pendidikan yang sejenis.

Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan 1embaga keaﬁamaan}l Gt
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1 ) huruf ¢ angka 1, 2, dan 3, BRI
termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menye}enggarakan'_ﬁ

kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan d1 Indonema

Pasal 58

Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis iregxatan usaha bisms A

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok 3@1’11@, Lematan usaha nonf'_r e

bisnis ditetapkan sebagai berikut:
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a. Kategori | sebesar 50% (lima puluh persen); :
b. Kategori Il sebesar 40% {(empat puluh persen); dan
c. Kategori 11l sebesar 30% (tiga puluh persen). '

Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis - Exeﬁ*zatan usaha soszai
ditetapkan sebagai berikut: = :

a. Kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
b. Kategori Il sebesar 5% (lima persen}; dan

c¢. Kategori Il sebesar 5% (lima. persen).

Besaran falktor penyesuai sewa untuk pemodesltaé: sews - sebaaa,zmana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat'(1) huruf ¢ ditetapkan saebagm berikut

a. per tahun sebesar 100% {seratus persen};
b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen};
c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh perse:rz)§

d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh pers?en}.

Paragraf Kesebelas
Perjanjian Sewa

Pasal 59

Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam peuaﬁﬂan Sewa Vangffi:*?_

ditandatangani oleh penyewa dan: R e S

a. Gubernur atau Pengelola Barang, untuk balansr rmhk daelah V"ﬂlg"':‘.:___;':“_f::i'-" o
berada pada Pengelola Barang; dan _ : Coe

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah} .Yaﬂg--"-"Dé_iﬁdai'--”;p_éﬁ_a
Pengguna Barang. L e

Perjanjian sewa sebagaimana  dimaksud pada ayat (1);-;ﬁaﬁﬁg:fﬂ_ste_éi};if."’i'f
memuat: T SRRSO P

a. dasar perjanjian;
. para pihak yang terikat dalam perjanjian; R [t
jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan Jangka waktu, -

. besaran dan jangka waktu sewa termasuk periodeaztag Sewa,

OO~ SR

tanggung jawab penyewsa atas biaya eperasmnal dz—m pemelzharaanf&__f
selama jangka waktu sewa; RS R _ L

ety

peruntukan sewa, termasuk kelompok jems kegaa"san usaha d an
kategori bentuk kelembagaan penyewa; 15 -

g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain vang dianggap periu

Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dxmaksud pada ayat (1):5
dilakukan di kertas bermaterai seésuai ketentuan perai:uran pemndanmr-
undangan. e

Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka pembua‘i:aﬂ pEI:}ai’ijlail sewa-’-:'_;-’“-f i
ditanggung oleh penyewa. _ .
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(1)
(2)

(3)

Paragraf Keduabelas
Pembayaran Sewa

Pasal 60

Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerabh dan

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Urmum Daerah.

Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara funai sebelum -
¥

ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pfada ayat (2}, dapat

dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara
penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud padai ayat (2], dan aya‘it”(.i%}“

dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen
pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa. .

Pasal 61

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana d1maksud dalam Pasal 60 ajyat

(2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat’-'_. i

dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Penﬁelaia Barang.

Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dzmaksud pada ayat (1) ﬁa}aj'iﬁ. g

dilaporkan kepada Gubernur.

Penyetoran uang sewa secara bertahap sebaffazmana dimaksud pada ayaf:‘ S

(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaxmama'

dimaksud pada ayat (3} dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang - |

dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa barang il

daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam =
Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasai'

47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Pasal 51 dan Pasai 52

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dap»a‘t meminta mauukaﬁ S

dari Penilai.

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara b;ertahap sebagainfiana P

dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki

kemampuan yang cukup dari aspek finansial umuk membayar S&C&E‘.& RN R

sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (é}) ditandatangani b}.‘e‘}i

penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: -

ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk . = SRty

membayar lunas secara bertahap.

Paragraf Ketigabelas
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pazal 62

Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat d}perpanjaﬁg dengan

persetujuan:

a. Gubernur, untuk barang milik daerah vang be_frada pada _Pengé_lcﬁ_a |

Barang; dan
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b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada p'ada;
Pengguna Barang.

Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa
kepada:

a. Gubernur, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. untuk jangka waktu sewa lebith dari 1 (satu) tahun, permohonan
perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat} bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

b. untuk jangka walktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirmnya jangka waktu
sewa; dan

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa
pertama kali.

{5} Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan
mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik jenis infrastruktur;

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;

c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur;

d. dalam peraturan perundang-undangan; dan

e. pertimbangan lain dari Gubernur.

Paragraf Keempatbelas
Pengakhiran Sewa
Pasal 63
Sewa berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu sewa;
b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan

pencabutan persetujuan sewa oleh Gubernur atau Pengelola Barang;

c. Gubernur atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka

pengawasan dan pengendalian; dan

d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 64

Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya
sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai
fungsi dan peruntukannya.

28

HUEGM  PEMBAHAREA

HARD PERANGHAT DABRAN &Si&?ﬁ.}ﬁ E . g?ﬁ{ﬁ& :

5 X




(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

Penyerahan barang milik daerah sebagaimana diniaks'ud pada affé.,f (1} R

dituangkan dalam BAST.

Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang
milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya BAST guna
memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa
dipenuhi.

Paragraf Kelimabelas
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 65

Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen
pendukung.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, memuat:
a. data calon penyewa;

b. latar belakang permohonan;

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan

d. peruntukan Sewa.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/
pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa
berbentuk hukum/badan usaha;

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan vyang
berlaku selama jangka waktu sewa; dan

c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 66

(1} Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf

(2)

a terdiri dari:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP};

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP};

c. fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan {SIUP); dan

d. data lainnya.

Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data.calon penyewa hanya

dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 65 ayat (3)
huruf ¢ terdiri dari:
a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/ amu bangunan yang
akan disewa; dan

2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan dlsewa
b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang ak}an disewakan.
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Pasgal 67

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap Suiat permohonan dan :
dokumen pendul{ung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 untuk .
menguji atas kelayakan penyewaan terkait pemiohonan dan cal@n’ SR

penyewa,

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang ':yang alean diaeivé_"

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf ¢, Pemgeﬁi@la Barang

dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang: yang menyerahkan_ _3';
barang milik daerah berupa tanah dan/atau. ba_ﬁgunan yaﬁg dm}ukan EIE .

untul disewalkan.

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pememﬁtah atau Feriﬂ"ﬂ Pt;tbhk';_-_;-”:-___'---'--".:' |

untuk melakukan penilaian objek sewa guna mempmoieh nilad wajar

barang milik daerah berupa tanah dan/atau ba,nguﬂaﬁ yazlg ak,an_."_ :ﬁ-:_f

disewakan.

(4} Penilai publik sebagaimana dimaksud pada avat (3) dite_‘i:'apkéﬁr; oleh

Gubernur.

(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana . cim}aksud pacia ay‘at (3}"' .
diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dlmaksuci dalam Pasal:_' L

42 adalah perhitungan besaran Sewa.

(6} Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dzgunak’m eiehf_-f_f":fr_‘ o
Pengelola Barang dalam melakukan kajian: kelayakan penyewaan .o

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhuungan besal an’ sewa

(7) Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka penﬂmam dlbebai'lka1'1 pacia'_

APBD.

(8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penvewa dalam Waktu .

vang bersamaan, Pengelola Barang menentukan . penyewa demgan;;'
didasarkan pada pertimbangan aspek pengamarnan dan pemehhalaan

barang milik daerah serta usulan sewa yang pahncr menguntunﬂkaﬂ__.'j:-'- -

pemerintah daerah,

(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana d;malk ud pada ava’?, (1)'.';'_'1{_“_ i
Pengelola Barang mengajukan usulan per mohonan sewa barang 1’111111&'_;1_ :

daerah kepada Gubernur untuk mendapat pez"semjuari -

Pasal 68

(1} Gubernur memberikan persetujuaﬂ atas permohonaﬁ Sewa yaﬂg d1ajukan_-'_' L
dengan mempertimbangkan thasil penelitian dan I{ajzan kelayakazgj,- e

penyewaan sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 67 ayat (9).

(2) Apabila Gubernur tidak menyetujui permohonan tersebut, Gubemur
menerbitkan surat penolakan kepada pihak yvang meﬂgajukan permmtaan_a P

gsewa dengan disertai alasan.

(3) Apabila Gubernur menyetujui  permochonan “i_él sebut Gubelnur'_:f
menerbitkan surat persetujuan penyewaan ba;‘ang mzhk daerah haupa'__f e

tanah dan/atau bangunan.

{(4) Surat persetujuan penyewaan bararig milik daerah bes upa ianah darl / atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)° sekuramg kuranﬁnya{,_ o

memuat:
a. data barang milik daerah vang akan disewakan;
b. data penyewas;
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(9

{6)

¢. data sewa, antara lain:

1. besaran tarif sewa; dan
2. jangka waktu.

Besaran sewa vang dicantumkan dalam surat persﬁuguan sewa barang

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan mempakan nilai hasil

perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang dzajukan oleh calon penyewa
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan
formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa.

Paragraf Keenambelas
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Qleh Pengguna_é Barang

Pasal 69

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam mnﬁka pemanfaatan sewa
untuk mempersiapkan usulan sewa.

(1)

(2)

Pasal 70

Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 dan Pasal 66 berlaku mutatis mutandis terhadap
pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang,

Penigguna Barang melakukan penelitian atas keiavakam penyewaan'

permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana . dimaksud pada ava‘ét

(1).

Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap iéarang milik daéi”ah S

berupa sebagian tanah dan/atan bangunan atau Seleun tanah dan/ atau'

bangunan yang akan disewakan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dziakui«‘an oleh:

a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik vang dzte‘ta@kan oleh Gubemur
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangurlan dan

b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai yang
ditetapkan oleh Gubernur, untuk barang milik daerah berupa selain

tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan hasil penelian kelayakan dan hasil penﬂman sebagannana |

dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3), Pengguna Barang mengajukan usulap e
permohonan sewa barang milik daerah kepada Peﬁgeiola Barang untuk -

mendapat persetujuan.

Pasal 71

Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 70 ayat (5) |

disertai dengan :

a. data barang milik daerah yang diusulkan sebagwmama vang terdapat -

dalam SIAP BMD;

b. usulan jangka waktu sewa;
¢. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa;
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
€. surat pernyataan dari calon penyewa.
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(2)

Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana
yvang dimaksud pada ayat {1} bukan berdasarkan permohonan dari calon
penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai
surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e.

Pasal 72

Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD /unit kerja; dan

b. penvewaan barang milik daerah tidak akan memgganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi PD/unit keria.

Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dima%isud dalam Pasal 71
ayat (1} huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk
menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengﬂmh ketentuan
vang berlalku selama janglka waktu sewa.

Pasal 73

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang

diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
(5). |

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang dapat meminta keterangan ke‘pada Pengguna Barang
yang mengajulan sewa, -

Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untul inelakukan penilaian -

guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabﬂa Pengelola Barang
merniliki keyakinan yang memadai bahwa: :

a.luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan -

kondisi peruntukan sewa; atau

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula -

sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasal

Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa

sebagaimana dimalksud dalam Pasal 42 dalam penghitungan besaran sewa. =

Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merzipakan barang milik |

daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang
melakukan penelitian atas besaran sewa yang dzusmlkan olelr Pengguna
Barang. :

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan berpedoman pada standar penilajan dan ketentuaﬂ peraturan
perundang-undangan.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) dipergunakan oleh -

Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhltuﬁgan besaran sewa,

Seluruh biaya vang ditimbulkan dalam rangka Penﬁalan dibebankan pada"

APBD,
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{1

Pasal 74

Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa
yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7).

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1
Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada
Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dam kajian kelavakan
penyewaan.

Pasal 75

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang
digjukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5},
Pengelola Barang membemt&hukam kepada plhai«, yang mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan.

Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan ;sewa yang diajukan
Penggune Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5),

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemzewaaﬂ barang milik

daerah.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (2) paling sedikit

memuat:

a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
b. data penyewa;
c. data sewa, antara lain:

1. besaran tarif sewa; dan
2, jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Baz‘aﬂg tidalc disertai = S
data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak periu disertai data calon 0 oo

penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf b

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa - baraﬁg : ':_ _
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan mempakan nilat haszi’

perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh cai@m penyews dm/atau SRR
Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan  sebagaimana .. . .
dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam’ - SR I
surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah bﬁ*mpa sebagian tanah

dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon -

penyewa dan/atau Pengguna Barang.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat per setu;uan sewa barang -

milik daerah berupa selain tanah dan/atau banguzmn berdasarkan 1111&11_ :

sewa,

Pasal 76

Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan ﬁersetujuan Pengelola -

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) paling lambat 1

{satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa Oieh Pengelola Bzrrang
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(2)

Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidalk disertai
data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4),
Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipéroleh dengan mudah
dan jelas oleh para calon penyewa. "

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calcn penyewa dalam walktu .

yang Dbersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan
mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling
menguntungkan. :

Paragraf Ketujuhbelas
Pemeliharaan Sewsa

Pasal 77

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas baraﬂg milik daeralh vang
disewa.

Seluruh  biaya pemeliharaan sebagaimana dzmakéud pada avat {1}

termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemaﬂf%atan barang 1111111«4: e

daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penvewa

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dltugukan 111’11:1;1};«:' >

men;aﬂa kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik

dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan bez hasil guna,

Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus = =

sudah selesai dllaksanakan paling lambat pada saat berakinrnya jang}(a
waktu sewa. _

Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak ajklbat keadaan ]éahér
(force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarhan kesepakatan Oleh- -

Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penvewa.

Paragraf Kedelapanbelas
Perubahan Bentuk Barang Milik Daefah

Pasal 78

Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan denﬁar}, persetujuan:

a. Gubernur, untult barang milik daerah vang bez‘ada pada Penﬁelﬁia . ._ Do

Barang; dan

b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada B

Pengguna Barang.

Perubahan bentuk barang milik daerah sebawazmana dimaksud pada- ayat -

{1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.

Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagmmana dimakw?d o :__.:
pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang -

ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita
Acara Serah Terima {BAST) pada saat berakhimya jangka walktu sewa,
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Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan / a.tau bangunan yang

Paragraf Kesembilanhelas
Ganti Rugi

Pasal 79

disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa w aj1b melakukan ganti -

rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

1.

2.

(1)

. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 - belum sele

Paragraf Keduapuluh
Denda Sanksi

Pasal 80

penyewa belum menyerahkan barang milik daerah Vc%.ﬂg disewa pada saa‘i:

berakhirnya jangka waktu sewa;

perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 4 belum dﬂa}mkaﬂ -
atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhzmyq jangka waktu sewa;__ e

dan/atau

dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jzmgka waktu sewa.

Pasal 81

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian  barang milik =~

daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak ditelbiﬂ{annya surat

teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, penyewa ciﬁ{enal«;an'.:

sanksi adm1mst1 atif berupa surat peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau peng gantlan ba'faﬂg mihk T

daerah belum dilakulan terhitung 1 (bulan) sejak dlterbiﬂ{annya surat :
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dlkenalnﬁ':._’f_'
sanksi administratif berupa denda, sesuai ketentuan pelaturan pei mxdang—

undangan.

Bagian Ketujuh
Pinjam Pakai

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 82
Pinjam pakai dileksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau “i:ldak dﬂakukan

penggunaan untulk penyelenggaraan tugas dan fung31 Pen@guna Baraﬂg,
dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemermtahan daerah

Perninjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaaLan a*ta&; ob}ek pmjam

pakad.
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Paragraf Kedua
Pihalk Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 83

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah dqerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.

{2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah diiakukan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah Vang berada pada
Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerahf vang berada pada
Pengguna Barang. ?

(3} Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Baraiég/ Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan Gubernur. :

Paragraf Ketiga
Objek Pinjam Pakai

Pasal 84

{1} Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/ atau | _
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan vang berada pada-- o
Pengelola Barang/Pengguna Barang. - '

(2} Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan'j_ :
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakuken untuk sebagian
atau keseluruhannya. 5 .

Paragrai Keempat
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 85

(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah pajmg lama 5 (lima) %:ahun -
dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat {i) dilakukan dengan :_'
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

{3) Apabila jangka wakiu pinjam pakai akan diperpanjan permohofian
perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan k@pacia Pengelola
BaranG/Penofguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka
waktu pinjam pakai bez*akhir

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka w}al{‘é:u pinjam paic:ai =
disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ploses pinjam - pakai =
dilakukan dengan mengikuti tata cara permochonan mn}am pakai baru, '
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Paragrafl Kelima
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 86

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat n_aengubah
bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan
fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah.

{2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimanaé dimaksud pada aya’f: :

(1):

a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/ atau konstruksi’ dasaai i

barang milik daerah; atau

b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konsirul{m dasar baizmg' |

milik daerah.

{3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah Seﬁagaimana dimaksud _
pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan perm@honan pembahan L
bentuk oleh peminjam pakai kepada: :

a. Gubernur, untulk barang milik daerah vang be:t‘ada pada Pengeloia_ i

Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik éa@rah yang bemda pada’f JURS I

Pengguna Barang.

(4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagmmaﬁa dimaksud pada’ aya‘i"_' L

(2) huruf b, dilakukan setelah mendapat per setujuan Gubemur

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 87

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan daiamé péijaiijiaﬁ- s_érta'_'.
ditandatangani oleh: : o

a. Peminjam pakai dan Gubernur, untuk barang mlhk daerah yaﬂg bezada" i
pada Pengelola Barang; dan : _ -

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk baraﬁg milik daez ah yanﬁ" g

berada pada Pengguna Barang. ;
(2} Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingi sedikit memua’x: '
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; | R
dasar perjanjian; :
identitas para pihak yang terkait dalam perjanjzan, : S
Jjenis, luas atau jumlah barang yang dipiniarkan, dan gangka wa,ktu, A

o oo o

selama jangka waktu peminjaman;
f.  hak dan kewajiban para pihal; dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(3} Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada P}enggune{ -Baréﬂg. -

tanggung jawab peminjam atas biaya operasmn&i dan pemehhara&ﬂ
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(1)
(2)

(3)

Paragraf Ketujuth

Tata Cara Pelalksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 88

Calon peminjam palkai mengajukan permohonan pmjam pakai kepacia-'

Pengelola Barang,

Pengelola Barang melakukan penelitian atas perm@hon&m pinjam paka;t'

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebaﬁalmema dimaksud pada .

ayat (2) meliputi:

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penwgunaan baranw mﬂik' -

daerah;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
¢. jangka waktu pinjam pakai.

Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mezupakan das*ar:; o

pertimbangan Gubernur dalam memberikan persemjuaﬁ/ penclakaﬁ atass

permohonan pinjam pakad,

Pasal 89

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pa&al 88 ayat_... : L
(3}, Pengelola Barang mengajukan permohonan perSﬁtﬂjuém pm;am pal»::ai:_f. T

kepada Gubernur. _
Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit 3."xiemuat‘ =
a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam paka,l

b. identitas peminjam pakai;

c. tujuan penggunaan obhjek pinjam pakai; -

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan

e. jangka walitu pinjam pakai.

Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/ aé:au bangunaﬂ a’iau'__f.-'.'_'f: b
sebaglan tanah dan/atau bangunan, rincian data objek’ pinjam pakai -0
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ‘term;;suk Iuas dan Iol_{au;' SCTRN ST

tanah dan/atau bangunan,

Apabﬂa objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/a‘tau bangunan R

rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada aya’t {2y huruf S

d, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah.

Pasal G0

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Gubernur a‘tag permohonan pm;am S

pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondlm belum’ atau tldak

sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan -

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menun}ame .

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ Semermt&han da.crah*-'-.;,:.'_.f

lainnya.

Apabila Gubernur menyetujui pezmohonan pmjam pakai, Gubez"ﬁuf

menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai,
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(3)

Surat persetujuan Gubernur sebagaimana dlmaksud pacia ayat (2) 155;}1711'3' PR

sedikit memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai.

Apabila Gubernur tidak menyetujui permohonan pm;am pakm Gubefnm‘

menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepacia caian pemlmam pakau : G

dengan disertai alasan.

Pagal 91

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daeza_h dltuanﬁkan da.]_aftn" 3 _"__:f:” .
perjanjian pinjam pakai yang dzi&ndatanﬁam oleh Gu'ﬁaermir dan Pemmgam EEPn R

pakai.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dzitmdaldamutz dengaﬁ i S
penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Baz"aﬁfx kﬁ‘p«;{dd pemmjami'_f:'-__";j'[_'_

pakai yang dituangkan dalam BAST.

Pasal 92

Selama jangka waktu pmjam pakai, peminjam pakai Wajlb memehhara dan_f__'_ o ::
mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yaﬂg dib@bankan pada'.'_; B

Peminjam pakai.

Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, pemmjam paka1 hazus
memberitahukan kepada Pengelola Barang _ akan mengakhm _ata_u_

memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakm akan chperpanjang, pemmjam pakai menga;ukaui .
permohonan perpanjangan jangka waltu pinjam pakal latepada Pengel{)la SR

Barang.

Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persem}uanf'_--:'l

perpanjangan pinjam pakai kepada Gubernur.

Pengajuan perpanjangan permohonan persetu;aan .-_pinjam' " ..pa'_kai'_-_ﬁsi- S

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan;

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Gubemur

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam. }381&31 ma&h.;-.ﬁf'_z-_':}_ o : :
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penvelenggaraan pemeuntah; S

pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pe}aks;anaan pm}am’ i
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsz penwienggamaa. SR

pemerintahan daerah.

Pasgal 93

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam palm; sebelum rmasa: 'f:_: i
pinjam pakai berakhir, peminjarn pakai harus memberitahukan kepacia_. EEEE e

Pengelola Barang.

Perninjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai selgagaimana' dimaks_ud; E

pada ayat (1) dituangkan dalam BAST.

Pengelola Barang melaporkan BAST sebagaimana dzmal«;sud pada aVai (g)::;_';‘-.":f

kepada Gubernur.

39

KARG PERANGKA’T DAZRAH B
HUEUM ] . ?Emmmm

sy | smion

o~ 17




(1)

(2)

Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 94

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pmjam pakai kepada
Pengguna Barang,

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Pengelola
Barang berdasarkan permohonan dari calon pemizﬂgam pakai dengan
mela_mpnkan

a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam palkai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan ﬁmgsz penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untul
barang milik daerah yang memiliki kartu identitas bamng

Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Penﬁguna Barang sekurang-
kurangnya memuat: _

a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam *pal«,.au

b. identitas peminjam pakai; -

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang dlbutuhkan, termasuk luas dan
lokasi tanah dan/atau bangunan; dan

e. jangka waktu pinjam pakad.

Pasal 95

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan
pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (2). :

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiipdti'

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya peﬂg unaan barang milik
daerah;

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan

c. jangka waktu pinjam pakai.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
Gubernur sebagai dasar pertimbangan pm setujuan/penolakan
permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Gubemmr

Pasal 96

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Gubernur atas pez molhionan pinjam
pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: -

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak
digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah:
b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerm‘tahan daerah
lainnya; dan .
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c. jangka walktu pinjam pakai paling Jlama 5 é(Eima) tahun ‘sejak
ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai. f

Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Gubernur menerbitkan surat

persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memma‘z

a. identitas peminjam pakai;

b. data barang milik daerah objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

Dalam hal Gubernur tidak menyetujui permohbnan _pinjam . pakal -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Gubemnur melalui-

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
alasannya. 5 e

Pasal 97

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang bemda pada P@ngguna

Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai an‘iara Pengelola Barang:. :

dengan peminjam pakai,

Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dima,ksﬁd padé ayai 1 1)

ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna

Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam BAST. -

Selama jangka waktu pinjam pakal peminjam paka:i W&_}ib meﬁ‘lehhara dan:* L
mengamankan objek pinjam pakai sebagazmana dlmaksud pada ayai (2}'__ I LR

dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.

Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, pemmjam pakai Iiarus'._'-"._":..".ii-'-_.
memberitahukan kepada Pengguna Barang akqn mengal«._mri_ aiau [ R

memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam paix.az akan diper pan}ang, pemmjam pak:m mengajui{anf, L
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakal kepada Penggun& R e

Barang.

Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permahonan pe1 semjuan A

perpanjangan pinjam pakai kepada Gubernur melalui Peﬁgelola Bara:ng

Pengajuan permohonan persefujuan perpanjangan opinjam paigai o
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengaﬁ' o R

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Gubernur; -
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa Ob_]&ix pinjain jpakaz :mas:th' g

digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemermmh“_'f_ - : :

pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan

¢. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksamaan pmjam';-‘_."'-'- G
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan S
pemerintahan daerah, dalam hal pinjam paka:f dilaksanakan - oieh_ e

Pengguna Barang.

Pasal 68

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam Epakaj sebeluin 1“'3."1218'8...'-

pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus membez itahukan- kepada:‘

Pengguna Barang.
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(2)

(3)

Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai se'éjsagaimana dimalksud -

pada ayat (1) dituangkan dalam BAST.

Pengguna Barang melaporkan BAST sebagaimana dunaksud pada ayat (2)
kepada Gubernur melalui Pengelola Barang,. -

Bagian Kedelapan
KSP

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasgsal 99

KSP barang mililt daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam Iajagka

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang mﬂzi{ daerah dan/ a’cau
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

(1)

(<)

Pagal 100

KS8P atas barang milik daerah dilaksanakan apabﬂcl tidak tersec‘iza a‘tau: L
tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memeénuhi biaya. o

operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang dlperiukan ter*hadapf

barang milik daerah vang dikerjasamakan.

Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk bafamg whilik daexah'_ PR

vang bersifat khusus dapat dﬂakui{an penunjukan 1a.ng=sunfr

Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaamana dimalsud pada'

ayat (2) memiliki karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesueu dengan keten‘tuan: R o

peraturan perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus sepmtl bandmat:;._i'i'r ey

udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan aendungan/waduk

¢. barang  yang dii{erjasamakan dalam investas] yang Dber dagarkan L

perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
d. barang lain yang ditetapkan Gubernur.

Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang btfélfa:{ '_ :
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penﬂfeloia'-_ :

Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negam/ '_ |
Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kezja tertentu - sesuai U5 N A

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap *siahun Seiama jang}mj_ -
waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyei:or pembaﬂian__- el

keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah,

Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan seb&é,aimana--_“,'_ o
dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemermtah daerah, harus..
memperhatikan perbandingan mnilai barang milik deerah yang. dgadﬁ;:&m B
objek KSP dan manfaat lain yang diterima pememmah daerah deiwan 1'111&1 RS

investasi mitra dalam KSpP.

Pasal 101

Selama janglka waktu pengoperasian, mitra KSP chiaraﬂcv menjammkaﬂ S

atau menggadaikan barang milik daerah vang melljadl objek KSP.
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(2] Biaya persiapan KSP vang dikeluarkan Pengelola Ba:%:’ang atau Pengguna
Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.

{(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah dltetapkannya mitra KSP dan
biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP, '-

4) Cicilan pokek dan biaya vang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan
p y P _
pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan,

(5) Pengawasan atas pelaksanaan K8P oleh mitra KSP ciﬂa%émkan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang;
dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada sPengg‘uua Barang.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

Pasal 102
(1) Pihak yvang dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau :

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang =

milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana d;maksud pada ayat {1} huruf

b setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur. _
(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Ketiga
Objek KSP

Pasal 103
{1) Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang
/Pengguna Barang.

(2) Objek KSP barang milik daerah berupa tanah jdan /atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk
sebagian atau keseluruhannya, ?

Paragraf Keempat
Hasil KSP

Pasal 104

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangufaaﬂ, serta sarana dan
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
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(2)

lain:

a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi, dan jaringan;
¢. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) %nenjacii bagian dari

pelaksanaan KSP.

Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dmzahaud pada ayat (1),-'an"i:ém S

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjach barang mlhk'

daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesual perjanjian’ atau |

pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 105

Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka peﬂyedzaan 1nfrast1 uki,ur'f

terdiri atas:

a. penerimaan daerah yang harus disetorkan seiamq 3angka V‘J&l&tu KSP'.

barang milik daerah; dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang mﬂzk daerah.

atas:

a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan.

Pagal 106

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ‘Lerdn*z

Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahaﬁ dan/ atau SRR

penambahan hasil KSP.

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sehagaimema dzmaksud pacﬁia_-_-_ '

ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian.

Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dztu;ukan o RN
untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagjanﬁ_jj_ o

keuntungan.

Besaran Lkontribusi tetap dan pembagian k@untuﬁgan sebagazm:maf L

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan’ hasil =~ -

perhitungan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan:

a. Gubernur, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah seiain tanah -_c?iaﬁ/ atau -

bangunan.

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP édilak:ukan setelah .

memperoleh persetujuan Gubernur,
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(1)

(2}

Paragraf Kelima
Jangka Walktu KSP

Pasal 107

Jangka walttu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
dztandatangam dan dapat diperpanjang.

Dalam hal KSP atas barang milik daerah dllakuk'm untuk penyediaan -
infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun Sejaie; o

perjanjian KSP ditandatangani dan dapat dzperpanjang

Pasgal 108

FPerpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara
mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP

paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka walktu berakhir.
Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan perﬁimbangan:

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan étugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

h. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhz peraturan dan '.

perjanjian KSP,

Paragraf Keenam
Perjanjian KSP

Pasal 109

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP éntara Gubernur atau

Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah dlterbitkan Lepumsan

pelaksanaan KSP oleh Gubernur.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaﬁdatangani oleh mitra -~

KSP dan:

a. Gubernur, untuk barang milik daerah yang befada pada Peﬁgéié}a

Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada - pada-:'

Pengguna Barang. _
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingi sedikit memuat:
. dasar perjanjian; |
. identitas para pihalc yang terikat dalam perjanjian;
. objek KSP;
. hasil KSP berupa barang, jika ada;
. peruntukan KSP;
jangka waktu KSP;

fa ™ & 0 0 o D

. besaran kontribusi tetap dan pembagian keunttmgam serta mekanmme
pembayarannya,;

h. hak dan kewajiban para pihak vang terikat dalam p@l janjian;
1. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; -

j. sanksi; dan

k. penyelesaian perselisihan.
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4

(5)

Perjanjian KSF sebagaimana dimaksud pada ayat ('3) dituangkan dalam -

bentuk Akta Notaris.

Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi ta.,tap pertama kepada
Pengelola Barang/ Pengguna Barang. .

Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama Se’bagaimana dimaksud

pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP

Paragraf Ketujuh _
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 110
Mitra KSP wajib menyetorkan:

a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun
selama jangka waltu KSP. ?

Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayét (1) huruf a dan

pembagian keuntungaﬂ KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b,

merupakan penerimaarn daerah.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keui}tungan hasil KSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Palam KSP barang milik daerah berupa tanah rﬁian/ atau bangfui'tar}; |
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya . dapat berupa

bangunan beserta {fasilitasnya vang dibangun dalam satu  kesatuaur

perencanaarn.

Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keunmnigannya vang berz_ipa’-:.':' :
bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dzmakaud pada ayat (5) bukan =~

merupakan objek KSP.

Pasal 111

Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi

tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagairr}ana dimaksud dalam 3';:
Pasal 110 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total
penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntung&n selama - masa

KSP.

Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian ‘és:Q:ntribu%i tetap- dan .

pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang.

milik daerah,

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagmn keuntungan E{SP S

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah

dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk S
oleh Gubernur, berdasarkan dan/atau mempertimbanfgkan hasil penilaian. =

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagiém keuntungan KSP
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan - =

dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola - Barang,'

berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penﬁalan
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(1

{2)

(3)

Pasal 112

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP

Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dlmaksud pada - ayat (1)

huruf a ditentukan oleh Gubernur dari hasil perhltmwan Tim: berdasaﬂ{an

dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berdasarkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang

ditetapkan oleh Gubernur, untuk barang milik daerah berupa tanah 2

dan/atau bangunan;

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh C}ubemur dan . dapat-.:

melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur, untuk baiang mxhh :

daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbteéa dengan nilai wajar' :
hasil penilaian sebagaimana dimalksud pada ayat (3) huruf a; dalam rangka =~
pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai W&}&f-h%ﬂ pemlmaﬁ S

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 113

Besaran persentase kontribusi tetap pelaksaﬁaan KSp sebagalmz'maﬁ R
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun yvang
dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama deng&_n: '

memperhatikan estimasi tingkat inflasi.

Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap se?aagalmana dimaksud:f ._
pada ayat (1} dztetapi«.an dalam persetujuan peiahsanaan I{SP dzm S

dituangkan dalam perjanjian KSP,

Pasal 114

Perhitungan pembagian keuntungan dﬂakukéﬂ - | demgan | L

mempertimbangkan:

a. nilai investasi pemerintah daerah;
b. nilai investasi mitra KSP; dan
c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dlmaksud pada fwat (1) g
ditentukan oleh Gubernur dari hasil perhﬁumgaﬂ Tim berdasarkan' o

dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Besaran nilai investasi pemerintah daerah Sebagalmana dliﬁék&ﬁd_ :padaf_'_- o
ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar bamng milik daerah yang '

menjadi objek KSP.

Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana d:imal{Sud pada a‘?a{ mj.__._.

huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam pr: oposai KEP.

Pagal 115

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh - Gruberaur | e
dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra: KSP lebih rendah -

dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perganjian
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(2)

Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayai ( 1}, didasarkan dari
hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 116

KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan
barang milik dae:rah

KSP operasional atas barang milik daerah sebagalmana dimalsud pada
ayat (1} bukan merupakan penggunaan bazanof - milik daerah yang
dioperasikan oleh pihak lain. -

Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan baramg milik daerah, bagian
keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Gubernur
berdasarkan persentase tertentu dari besaran keumungan vang diperoleh
mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 117

Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastrultur
berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pem@rmtah daerah dapat
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5).

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keunmngan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaim-

Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bi snis KSP.

Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembag;an I{eunmngaﬁ'

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh (,}ubernur.

Paragraf Kedelapan :
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 118

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke 1é}§enmg Kas Umum

Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lamba't 2 (dua) han ke:ijar R .

sebelum penandatanganan perjanjian KSP,

Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya dzsetc}z kan ke réekening Kas = -

Umum Daerah pahng lambat dilakukan sesuai dengan ‘tanggal yancri_'

ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai den gan‘ .:

berakhirnya perjanjian KSP.

Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana d1ma1gsuci pada ayat (1) dan -

ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pagal 119

Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahuﬁ sebelumnya harusf o
disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai

dengan tanggal vang ditetapkan dalam peljanjlan dan dilakukan setmp_ 3

tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dmlaksud pada avat {1)
dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Gubemm
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(1)

(1)

(2)

Paragraf Kesembilan
Berakhirnya KSP

Pasal 120
KSP beralkhir dalarm hal:

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur atau
Pengelola Barang; : ‘

¢. berakhirnya perjanjian KSP; dan _

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- uncianq’an.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayai, {1} huruf b, dapat
dilakukan dalam hal mitra KSP; :

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) ?:ahi,m berturut-turut;

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (ttga) tahun berturut-
turut sesuai perjanjian KSP; atan

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP,

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan oleh:

a. Gubernur, untuk barang milik daerah yang beiada pada Pengelola
Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang, berada pada
Pengguna Barang,

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan secara
tertulis.

Pasal 121

Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu kSP berakhir, mitra
harus melaporkan akan mengakhiri KSP. :

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Gubernur atau
Pengelola Barang meminta auditor independen / aparal pengawasan intern
pemeriniah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP

Auditor independen/aparat pengawasan intern pememn“cah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audzt kepada Gubernur,
Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Gubernur, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan
hasil audlt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepafja mitra KSP.

Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dlmaksud pada ayat
{4) dan melaporkannya kepada Gubernur, Pcﬁgeloia Barang, dan/atau
Pengguna Barang.

Pasal 122

Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu KSP,

Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangken dalam
BAST. 3
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(3)

{4)

Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra
KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.

Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan péﬂgakhiran KSP dan
penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada
Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 123

Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubiemur atau Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b,
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
KSP. :

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterbitkan teguran tertulis pertama, Gubernur atau Pengelola Barang
menerbitlzan teguran tertulis kedua. 3

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Gubernur atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran teralhir.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sgjak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Gubernur atau Pengelola Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP, :

Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Gubernur atau Pengelola

Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {4).

Paragraf Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah

Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 124

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerahé vang berada pada
Pengelola Barang meliputi: :

a,

oo

=R I

inisiatif atau permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP ber‘fapa kontribusi tetap
dan persentase permbagian keuntungan; 5

pemilihan mitra;
penerbitan keputusan;
penandatanganan perjanjian; dan

. pelaksanaan.
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Pasal 125

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengeloia Barang dapat
dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Gubernur; atau

b. permohonan dari pihak lain.

(1)

(@)

Pasal 126

Inisiatif Gubernur terhadap KSP atas barang milik dael ah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, d1tuaﬁgkan dalam bentuk
rekomendasi KSP barang milik daerah. f

Inisiatif Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat fi) dapat berasal dari .

rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pencrguna Barang/ Kuasa
Pengguna Barang.

Pasal 127

Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dmaaks&d dalam Pasal 125
huruf b, diusulkan kepada Gubernur. -

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajiéﬂg sedildt memuat:
a. latar belakang permohonan; |

b. rencana peruntukan KSP;

c. jangka waktu KSP; dan

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dziengkapi dengan:

a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk éﬂakuhan KSp;

b. data pemohon KSP; -

¢. proposal rencana usaha KSP; dan

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.

lain:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan f{s:ota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamaka;%l

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada aya£ {3) huruf d, antara

Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada avat (4) tidak
diberlakukan untulk KSP dalam rangka menffopm'asmﬁaikan barang milik .-

daerah,

Pasal 128

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi a‘a:as dokumen barang

milik daerah yang akan dilakukan KSP. :
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiipuﬁ'

a. bukti kepemilikan atau dokumen yang diper samakan
b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan '
¢. dokumen penatausahaan barang milik daerah.
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Pasal 129

Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dlmakgud dalam Pasal 128 e
barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Gubernur :

a.
b.

(1)

(@)

(3)

membentuk Tim KSP; dan

menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukaﬁ penilaian
barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengeiahm nilai wajar’ o

atas barang milik daerah bersanglkutan.

Pasal 130

Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sébagaimsma dimaksud
dalam Pasal 129, maka Gubernur membentuk Tim IKSP.

Tim KSP bertugas:

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan

ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Gubernur dan bukan dalam ™~

rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;

b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP ‘bez dasarkan dan/ aiaz.i

mempertimbanglkan hasil penilaian;
¢. menyiapkan perjanjian KSP;

d. menyiapkan BAST objek KSP dari Pemgeloia Barang E{epada mri:ra KSP; dan

e. melaksanakan kegiatan lain vang ditugaskan oleh Gube:mur

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], "i‘imi{SP S _' S

dapat mengikutsertakan PD/Unit Kerja teknis yang berkétompeten.

Pasal 131

Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis I%;S.P Gubeuﬂir dapa_‘t o B

menugaskan penilai atau pihak lain yang berkornpeten umuk melakukan

a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dihkukan I{SP

atau
b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(3 huruf b f:ian 1ap@ran' | o
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan Igepada Gubemur o

sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 132

Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud daiam qual 131 ayat (1) PR
dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah,: - -

Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan p@rsenmse pembaglaﬂ”; e

keuntungan.

Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pémbagianketmﬁmgaﬁ SRR
oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukean sesuai- dengan.- -~
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 11o Pasa} 114, Pasai_,' SRS

115, Pasal 116 dan Pasal 117.

Dalam hal usulan besaran koniribusi tetap dan peﬁfsentas;e ppinbaglm S |
keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil pezhmmgan;j.: SRR
Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi tetap dan oo

persentase pembagian keuntungan vang ditetapkan dalam pelsetu}uan Kspoo R

adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan pemem:ase pembagmn Lty .

keuntungan vang diajukan oleh pihak lain.
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(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pen{bagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai hmi‘t terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra KSP. :

Pasal 133

Pemilihan mitra KSP dilakukan cleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 berdasarkan ketentuan sebagaimana chmaksuci dalam Pasal 9
sampal dengan Pasal 35, :

Pasal 134

(1) Gubernur menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP,

(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dzmaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. objek KSP;
b, peruntukan KSP;
c. penerimaan daerah dari KSP;
d. identitas mitra KSP; dan
e. jangka waktu KSP,

Pasal 135

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP aebagazmana dimaksud dalam
Pasal 134, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1)
menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(2} Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputugan pelaksanaan
K5P ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perianjian
KSP, keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 134
dinyatakan tidak berlaku. -

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaﬁ:an kontribusi
tetap tahun pertama.

Pasal 136

(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebaoalmana ditentukan dalam
perjanjian KSP. -

(2) Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengopézaswnalkaﬁ barang

5o

milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai dﬂaksanakml mitra
KSP wajib: :

a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasﬂltasrzya yang merupakan

bagian dari kontribusi tetap dan pembagian k@untungan sebaaazmaﬂa o

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5);

b. dapat 1afwsung mengoperasionalkan hasil KSP Vang dibangun sesuai
dengan perjanjian KSP,
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Paragraf Kesehelas

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 137

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang meliputi:
a. permohonan;
b. penelitian administrasi;
¢. pembentukan Tim dan penilaian;
d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;
e. persetujuan;

pemilihan mitra;
g. penerbitan keputusan;
h. penandatanganan perjanjian; dan
i. pelaksanaan.

Pasal 138

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a diajukan
oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola
Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan K8p;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data calon mitra KS8P;
b. proposal rencana usaha KSP;

c. data barang milik daerah yang akan dijadikan ohjelk KSP; dan
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

{(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} huruf d menegaskan bahwa: 3

a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan

b. Pelaksanaan KSP barang wmilik daerah tidak . akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi PD. '

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan rmitra KSP melalui
mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (4), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disertai data calon
mitra KSP. |

{6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. nama;
b. alamat;
¢. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
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d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, %fatakopi Surat - Izin
Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk P&l@i’l mitra KSP vang
berbentuk badan hukum/badan usgha.

Pasal 139

Persetujuan atas permochonan KSP sebagaimana d;rhalxsud dalam Pasal

138 ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia : | :

pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbanﬁkan hasil
pernilaian. -

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui pezmohonan KSP tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai -

dengan alasan.

Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud padé:t ayat (1) dilakukan
oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada a‘yﬁu (3) paling sedikit

memuat:

a. objek K8P;
b. peruntukan KSP;

c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP éaebaga} besaran mlai SRS

investasi pemerintah;
d. minimal besaran kontribusi tetap;
e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
f. jangka waktu KSP.

Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana d1maksu.d pada ayat (4) 3 -

Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

Berdasarkan keputusan pelaksanzsan KSP sebagaszana dimaksud 'ps;da
ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat {1y

menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (sati) tahun
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan peiaksanaan B8P,

Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku
apabila dalam jangla waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tldak .

ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjangian KSP.

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

¥

dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembavaran kontribusi -

tetap tahun pertama.

Pasal 140

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang be*rad,a pada Penee}ola  :'
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal

130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 13@ .

mutatis mutandm berlaku untuk pelaksanaan KSP baraﬂg milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang. - '
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(1)

Paragraf Keduabelas
Perpanjangan Jangka Walitu KSP Yang Bez ada

Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang
Pasal 141

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas T:)@llaxr)f:r milik daerah
vang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada

Gubernur paling lambat 2 {dua) tahun sebelum beraixhimya jangka waktu - -

KSP. _
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dﬂampiri;
a. proposal perpanjangan KSP; 5
b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keﬁntungan dalam 5

(lina) tahun terakhir.

Gubernur meneliti permohonan sebagaimana dim%sud pada ayat (1)

¥

serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelal«:sanaan KSP yang telah

berlangsung.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),. -

Gubernur menyetujui usulan perpanjangan janﬁka waktu KS8P, maka

Gubernur ;

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan peﬁohitungéﬁ nilai barang milik

daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kemribum tetap, dan

persentase pembagian keuntungan KSP. _ _
Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) h;umf a antara laini:

a. menylapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persemase pembagzm'
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau cies:lgan mempertimbangkarn -

hasil Penilaian; dan
¢. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur

Pasal 142

Dalam rangka menentukan kelayakan perpan;angaﬂ jangka waktu'

pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3)

s .

Gubernur melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak

vang berkompeten untuk melakukan analisis kelayahaﬂ perpan;angan o

pelaksanaan KSP.

Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) o

menyampaikan laporan analisis ke};ayakan perpanjangan yang merupakan
hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pengeicia Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat {5) m@nyampazk&n

laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gvbernur melalui Pengelola |

Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP Sebagamﬂna dimaksud :

pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka _
waktu KSP tidak dapat disetujui, Gubernur menerbitkan surat perolakan -

perpanjangan jangka waktu KSP vang ditujukan kepada mitra KSP disertai

dengan alasan.
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(5)

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu
K8P dapat disetujui, Gubernur menerbitkan surat per setujuan perpanjangan
jangka walktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan gaﬁglm waktu KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun petjanjian perpanjangan jangka
waktu K5P sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dlma}xsucé pada ayat (6) berlaku
pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Gubemm dengan mitra
KSP dilakukan. :

Pasal 143

Permohonan perpanjangan jangka wakiu KSP atas barcmg milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang diajulkan oleh mifra KSP kepada Pengguna
Barang. _

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dﬂampirkaﬁ:
a. proposal perpanjangan KSP, '
b. data dan kondisi objek KSP; dan

¢. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian Leuntungem dalam 5
(ima) tahun terakhir. ;

Pasal 144

Pengguna Barang melakukan penelitian adzmnsirésﬂ atas permohorean
perpanjangan jangka wakiu KSP yang d:{sampaikhm oleh” mitra ISP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagannana{ dimaksud pada avai

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan p@rsemjuan perpanjangan - .-

jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagumana dimaksud pada' :

ayat (2}, dengan melampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian 1{eumungan dalam 5
(ima) tahun teralkhir.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana duﬁaksud pada ayat - (1) i

Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan Jangka walktu KSP, maksa

Pengelola Barang:

a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan Penilai.

Pasal 145

Tim KSP sebagaimana dimaksud daleaun Pasal 144 ayaté (4) huruf a bertugas -

antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan peraenta&e pembaﬁzan :
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan memperilmbaﬁbkan has;ﬁ

penilaian; :
¢. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pezwelola Baraﬁg
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(2)

(3)

(4)

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meinyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. ?

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimalksud pada
ayat (2} menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP
tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai
dengan alasan.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaim;ana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP
dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka W&k‘éu KSP sebagaimansa
dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan
Jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal tekms yang diperlukan.

Pasal 146

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4) huruf b bertugas
melakukan penghitungan nilai barang milik daerah vang akan dijadikan
objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP, f

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memyampaﬂ{an Japoran

penilaian vang merupakan hasil pelaksanaan tuga% kepada Penge}oia

Barang,

Pasal 147

Dalam rangka menentukan kelavakan perpan}aﬁgan jangka - waktu

pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagaimaia dimaksud

dalam Pasal 143, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak o

vang berkompeten untuk melakukan analisis kela*yak:an perpanjangan

pelaksanaan KSP.

Per pan;angan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan :_';_'

perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra E{SP dilakuikan.

Pasal 148

Dalam hal Gubernur atau Pengelola Barang tidak merélyetujui -permghoﬁaﬁ R
perpanjangan jangka walktu KSP, objek KSP beserta sarana. berikut -
fasilitasnya diserahkan kepada Gubernur atau Pengelola Bafang pada saat -

berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP..

Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana -_
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terzma e

(BAST) antara mitra KSP dengan:

a. Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengeiala'.-

Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah §yang bei‘ada -p&da
Pengguna Barang. : -
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Bagian Kesembilan
BGS dan BSG

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 149
(1} BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna  Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam ranglka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dala‘m APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. ;

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan
BGS/BSG harus dilengkapi dengan lzin Mendirikan Banounan (IMB) atas
nama pemerintah daerah.

(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengeiala Barang atau
Pengguna Barang sampai dengan penunjukean mitra BGS /BSG dibehankan
pada APBD.

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah dztetapkannya mitra
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG mema@ beban mitra vang
bersangkutan. _

(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG mempakzm penerimaan daerah
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dzmaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah me;&dapa‘t persefujuan
Gubernur. '

Pasal 150

{1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari

pelaksanaan BGS/BSG  dilaksanakan oleh Gubemur, dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD terkait.

(2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah
bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah

berakhirnya jangka waktu yang diperjaniikan untul{ BGS atau setelah

Seiesmma pembangunan untuk BSG.

Pasal 151

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka Wakiu
pengoperasian;

a. wajib membayal kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun
sesuai besaran yang telah ditetapkan;

b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memmciah‘é:angankan

1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk pemye}enggaraan tugas

dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
3. hasil BSG.
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(2)

(2)

Mitra BGS barang milik daerah harus menyer ahkaﬂ objek BGS kepa_da
Gubernur pada akhir jangka walktu pengoperasian, seteiah dilalsukan audit
oleh aparat pengawssan intern pemerintah. -

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana

Pasal 152

Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah ‘Pengel;ala Barang.
Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

¢. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.

Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dzmakguci pada ayat (2}

membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum = -

Indonesia sebagai p:thak yvang bertindak untuk dan atas nama mitra

BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga
Objek BGS/BSG

Pasal 153
Objek BGS/BSG meliputi:

a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pa.da Pengelola Ba:rang,'_f' B

atau _
b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pad@; Pemgguﬂa Barang

Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya. R
berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf -~
b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna'_ﬁ
Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dﬁakuk&n setelah ter}ehih' '

dahulu diserahkan kepada Gubernur.

BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanalkan’ oieh -
Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai iugaﬁ -

dan fungsinya.

Keikutsertaann Pengguna Barang dalam pelakSanaan BGS / BSG-

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan
pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahai

hasil BGS/BSG.

Paragraf Keempat
Hasil BGS/BSG

Pasal 154

Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang dzadakan ‘oleh ‘mitra

BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.

Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dzmaksud pada ayat (1) =

antara lain:

a. peralatan dan mesin;
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b. jalan, irigasi dan jaringan;

¢. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya. :

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) menjadi bar ang milik daerah sejak disershkan kepada pemerintah
daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjamxan

Pasal 155

Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS /BSG% dapat melakulkan
perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sehagmman& dimaksud
pada ayat (1} dapat dilakukean sesuai dengan penyeieng araan tugas dan
fungsi pemerintalh daerah dan/atau untuk program-pr ograrn nasional
sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan, '

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebawa}.maﬂa dimaksud
pada ayat (1} dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG.

Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana damakm.;d pada ayat (3):

a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puiuh} tahun; dan
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan
hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan
Gubernur. ?

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BSG

Pasal 156

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentﬂi{'

a.

b.

BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola
Barang; dan

BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang bemda pada Pengguna
Barang. :

Paragraf Keenam
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/ BSG

Pasal 157

Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 $ampéu dengan 34.

Pasal 158

Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksaid dalam Pasal 157
ditetapkan oleh Gubernur.
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Paragraf Ketujuh
Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 159

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani.

{2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hanya
berlaku untuk 1 (satu}) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan
perpanjangan. 3

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS/BSG

Pasal 160
(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.

(2} Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
antara Gubernur dengan mitra BGS/BSG. :

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ésekurangwkurangnya
memuat: :
a. dasar perjanjian; _
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; |
¢. objek BGS/BSG;
d. hasil BGS/BSG;
e. peruntukan BGS/BSG;
f. jangka waktu BGS/BSG; :
g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembéyaz annya,;
h

. besaran hasil BGS/BSG vang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;

i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam pez janjian;
J. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;

k. sanksi;

1. penyelesaian perselisihan; dan

m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris. :

(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setélah mitra BGS/BSG
menyampaikan bukti setor pembayaran kfmtribus:i tahunan pertamsa
kepada pemerintah daerah. :

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi fahunan peitama sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran
vang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS /BSG.

62

KARO PERANGHAT DARRAN

BUKUM i PEMRAKARSA ABISTEN ¥

SEKDA -

A /fz.'




(1)

(2)

Paragraf Kesembilan |
Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan
Langsung Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah,
Penghitungan Dan Pembayarannya

Pasal 161

Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening
Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan
BGS/BSG. '

Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung
oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. -

Pasal 162

Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran
persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barancr railik daerah
yvang akan dilalkukan BGS/BSG.

Besaran persentase kontribusi tahunan Sebagaimanaédimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perhitungan Penilai.

Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penziaz Pemerintah atau
Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur. :

Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengaﬂ nilai wajar hasil
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, BGS/BSG barang milik

daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian Sebagalmana dimaksud

pada ayat {3).

Pasal 163

Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat
setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagazmana dimaksud dalam
Pasal 162 ayat {2).

Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhaﬁikan tingkat inflasi,

Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam gez'sduguan pelaksanaan
BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian. :

Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan Vamg dzajuk&n oleh calon

mitra BGS/B3G lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam

persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam petjanjian

adalah sebesar usulan besaran kontribusi 'E:a.hunan dari calon mitra
BGS/BSG.

Pasal 164

Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekemng? Kas Umum Daerah

oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling }amba‘t 2 {dua) hari kerja

sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.

Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum
Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam
perjanjian. :
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(3)

(4

Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun ﬁeijanjiaﬂ* dibayaiﬂkén S

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana d1mak&uci pada ayat (1) dan -

ayat {2) dibuktikan dengan bukti setor,

Pasal 165

Dalam jangka walktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh * -

persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsuno oleh Peng giii"_za;'

Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungm pemerintahan.

Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud e
pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkean hasil perhﬂungam

vang dilakukan rekomendasi oleh Tim vang dibentuk c:a}eh Gubernur.

Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung se1:»a0fa1mana o

dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Waktu yvang dztenmkan

dalam perjanjian BGS/BSG.

Penetapan penggunaan barang milik daerah haéﬂ BGS/BSG yaﬁg o R
digunakan langsung sebagmmana dimaksud pada ayat (1}, dilakukan oleh -

Gubernur.

Paragraf Kesepuluh .
Berakhirnya Janglka Waktu BGS/ BS(x

Pasal 166
BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. bezakhzrnya jangka waktu BGS/BSG sebawmmana ‘tertuamo daiamzlf'-- s

perjanjian BGS/BSG;
b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oieh Gubemm
c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG;
d. ketentuan lain sesuai peraturan pem11dang~undangiam

Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur - sebag&umama
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan ‘dalam hal. mitra -

BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagam1arza tertuang dalam: :

perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain:

a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan &ebarzyak 3o

(tiga) kali berturut-turut;

b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahu:nan sebamfak 3 (t;ga) SR e

kali berturut-turut; atau

c. mitra BGS/BSG belum memulai pembanaunan daﬂ/atau tidak"._f'f. i
menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjqnjlan kecuali daiam'

keadaan force majeure.

Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pdda ayai (2')"'-_@51@'&1‘{:" e

dilakukan oleh Gubernur secara tertulis.
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(H)

Pasal 167

Pengalkhiran perjanjian BGS/BSG  secara septhak oleh Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b, dilaksanakan
dengan tahapan: 3

a. Gubernur menerbitkan teguran tertulis pertéma kepada mitra
BGS/BSG; :

b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
pertama, Gubernur menerbitkan teguran tertulis kedua;

c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis kedua, Gubernur menerbitkan teguran tertulis ketiga vang
merupakan teguran teralkhir; dan 5

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis ketiga, Gubernur menerbitkan surat pengakhiran BOS/BSG.

Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG Seﬁagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra
BG3/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Gubernur.

Gubernur meminta aparat pengawasan intern - pemerintah  untuk
melakukan audit atas objek BGS/BSG vang diserahkan oleh mitra
BGS/BSG. ?

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan z;mml«: memeriksa;

a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/ BSG; antara vang akan
diserahkan dengan perjanjian BGS/B8G; :

b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/ BSG antara yang akan
diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan :

¢. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan éhasil audit kepada
Gubernur dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.

Mitra BGS/BSG menindaklanjuii seluruh hasil audif‘t vang disampaikan
oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada
Gubernur. :

Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat
berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST). 5

Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audité dalam hal terdapat
hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidek menghilangkan kewajiban mitra
BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam
perjanjian BGS/BSG. 3
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Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yar}g Berada
Pada Pengelola Barang

Pasal 168

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah vang berada pada
Pengelola Barang, meliputi: :

a.

po o

R

inisiatif atau permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Tim dan Penilaian;

perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan
persentase hasil BGS/BSG yang digunakan lamgsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan; .

pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;
penandatanganan perjanjian; dan
pelaksanaan.

Pasal 169

BG3/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengeiofia Barang dapat
dilakukan berdasarkan: .

a.
b.

inisiatif Gubernur; atau
permohonan dari pihak lain.

Pasal 170

Inisiatif Gubernur atas BGS/BSG Barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 169 huruf a, dituangkan daiam bentuk rekomendasi
BGS/BSG barang milik daerah. =

Inisiatif Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (;1) dapat berasal dari
rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Pasal 171

Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud d'z}am Pasal 169 huruf
b, diusulkan kepada Gubermnur yang mermuat: -

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

c. jangka waktu BGS/BSG; dan

d. usulan besaran kontribusi tahunan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diiéngkapi dengan:

a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dﬂakukan BGS/BSG;
b. data pemohon BGS/BSG;
c. proposal rencana usaha BGS/BSG;

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BG / B5G, antara lain
informasi mengenai:

1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan p penataam kota; dan
2. bukiti kepemilikan atau dokumen vang dzpemama}«;an.
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Pasal 172

(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh
Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau memperumbanwkan nilai wajar
barang milik daerah dan analisis dari Penilai.

{2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan iangsﬁmg untule tugas dan
fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.

(3] Apabila diperlukan, Gubernur melalui Pengelola Barazig dapat menugaskan
Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/ BSG yvang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

{(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi pemerintahan meru;sakaﬁ nilai limit terendah
dalam pelaksanaan pemilihan mitra. -

(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yanc? digunakan langsung

untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dzmaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Gubernur. .

Pasal 173

(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembanéunan gedung dan

fasilitasnya sesual dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian .

BGS/BSG.

(2} Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan j[::ét,mbangunan geduny

dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsuing unmk

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemermiahan sebaafajmmla-

ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;

b. mitra dapat }angsung mengoperasionalkan hasil BC}S yang dibangun' N

sesuail dengan perjanjian BGS; dan
¢. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Gubernur.

(3) Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan barang - N

milik daerah,

Pasal 174

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagalmema- | .
dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal o
130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136

mutatis mutandzs berlaku untuk pelaksanaan B(}S/BSG yvang berada pada
Pengelola Barang. _

Paragraf Keduabelas

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pagal 175

(1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Balans o

dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:
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(4}

a. inisiatif Pengguna Barang; atau

b. permohonan dari pihak lain. _

Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/ BSCZ: barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk

surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yamgi dituyjukan kepada
Gubernur. :

Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b,
disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG
vang ditujukan kepada Pengguna Barang. .

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mm’fnu&t antara lain:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS /B3G;

c¢. jangka waktu BGS/BSG;

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan

e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang d1gunahan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 176

Pengguna Barang mengajukan permohonan peisem}uan BGS/BSG

terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dlmakmd dalam Pasal 175

ayat (3} kepada Gubernur, yang memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

c. jangka waktu BGS/BSG;

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan

e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang dwurzakan langsung unmk

tugas dan fungsi pemerintahan. :
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dllakukan BGS/ BSC%
b. data pemohon BGS/BSG;
c. proposal BGS/BSG;
d. data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS / BS3G; dan
e. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ci

menegaskan hahwa:

a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS /BSG tidak seda}ng _ :

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungs:t pokok

PD/unit kerja; dan

b. pelaksanaan BGS/BSG barang mililt daerah udalst akan menggang g‘u |

pelaksanaan tugas dan fungsi PD,

Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGb /BSG sebagazmana. S

dimalsud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai:

a. rencana umum tata ruang wilayah dan penataan kc}‘{:a; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
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(5)

Apabila permohonan BGS/BS3G yang diajukan oleh Pengguna Barang
bukan Dberdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka
permohonan BGS/BSG kepada Gubernur tidak perlu disertai data
permnohon BGS/B3G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b.

Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi
atas barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/ BSG.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagalmana dimaksud
pada ayat (6) kepada Gubernur. -

Pasal 177

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 176 ayat (7), Gubernur dapat memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan BGS/BSG.

Apabila Gubernur tidak menyetujui permohonan BGS /BS8G, Gubernur
menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguﬁa Barang
dengan disertai alasan,

Apabila Gubernur menyetujui permohonan BGS/BSG, Gubernur
menerbitkan surat persetujuan. :

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3} memuat
persetujuan  Gubernur dan kewajiban Pengguna Barang untuk
menyerahkan barang milik daerah yang akan d13adﬂ<:an sebagai objek
BGS/BSG kepada Gubernur.

Penyerahan objek BGS/BSG kepada Gubernur sebagazmana dimaksud
pada ayat (4}, dituangkan dalam BAST. -

Pasal 178

Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasﬂrtas yang akan dibangun
di atas objek BGS/BSG ditentukan Gubernur berdasarkan pertimbangan
bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Bamg’lg.

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131,

PasaI 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136 berlaku mutatzs;
mutandis terhadap pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah atas tanah

yang berada pada Pengguna Barang yang sudzgh diserahkan oleh

Pengguna Barang kepada Gubernur.

Bagian Kesembilan
KSPL

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 179

KSFl atas barang milik daerah dilakukan dengan pez‘timba;ngan'

a.

b.

dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna
mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana ciaftam APBD untuk
penyediaan infrastruktur; dan

6 9 HARG ;PER&N&K&T DAERAN

HUKEUR PEMRAKARSA ASIBTEN I

SREDA

@W,}




c. termasuk dalam daftar prioritas program penyedlaan infrastruktur yvang
ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 180

(1) Kewajiban Mitra KSPI selama jangka walktu KSPI adalah:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memmc‘éahtanwankan barang
milik daerah yang menjadi objek KSPI,
b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan Iieuﬁmngan sepanjang terdapat
kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang dztenmkan pada saat
perjanjian dimulai {clawback). _

(2} Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan bar ang hasil KSPI kepada
pemerintah daerah pada saat berakhirnya jaﬁgic;a waktu KSPl sesuai
perjanjian.

(3) Barang hasil KSP! sebagaimana dimaksud pada ayaé‘i: {(2) menjadi barang
milik daerah segjak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai
perjanjian. f

(4) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, :

Pasal 181

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar pr 1orztas program penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 humf ¢ sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Pihalk Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daezah

Pasal 182
(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:

a. pengelola barang, untuk barang milik daerah yang Herada pada Pengelola
Barang; atau

b. pengguna barang, untuk barang milik daerah vang berada pada

Pengguna Barang.

{2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara perhez"in’tah daerah dan
badan usaha.

(3} Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) adalah badan usaha -

vang berbentulk:

a. Perseroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

¢. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. Koperasi.
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(1)

(2)

Paragraf Ketiga 5
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daez‘ai"}

Pasal 183

PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yaﬁg ditunjuk dan/atau
ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah
daerah dengan badan usaha.

Pihek yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perturan perundang-
undangan. f

Paragraf Keempat
Objek KSPI

Pasal 184
Objels KSPI meliputi:

a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan; :
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan. :

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSPI

Pasal 185

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. :

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah? dan perpanjangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian KSPIL -

atas barang milik daerah.

Pasal 186

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) hanya dapat dilaltukan apabila terjadi
government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang
disebabkan cleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Perpanjangan jangka wakiu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diagjukan permchonannya paling lama 6 (enam)
bulan setelah government force majeure terjadi. :
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(1)

(2)

Paragraf Keenam
Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 187

Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserfa fasilitasnya yang
dlbangun oleh mitra KSPL; dan :

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang d1peroleh dari yang
ditentukan pada saat perjanjian dimulai {clczwback)

Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagazmaﬁa dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah | daerah yang hams
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. ;

Pasal 188

Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan E{cunmmgan (clawback}
ditetapkan oleh Gubernur. -

Penetapan Dbesaran pembagian kelebihan keuiﬁmﬁgan (clawbéck)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'cmakulaaﬁ dengan -

mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI Vang, d.{ben‘tuk oleh

Gubernur.

Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) Sebagmmaﬁa' |

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aritara lain:.

a. nilai investasi pemerintah daerah;

b. nilai investasi mitra KSPI;

¢. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d. karakteristilkk infrastruktur.

Paragraf Ketujuh _
Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milikk Daerah
Dalam Ranglka Penyediaan Infrastrukur

Pasal 189

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milil daeiah .' T

berupa:

a. bangunan konstruksi infrastrultur beserta sarana dan prasarana;

b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau pemngkaian .

terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastiuktur; dan Jatau

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa pemambahan dan/atan

peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas ?dan Jataud -kua}i‘ﬁas' .

infrastruktur lainnya.

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadz hasil Legzatan hSPI

atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai
perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. :

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) déilakukaﬂ- oleh mitra

K3PI atas barang milik daerah kepada PJPK.

72 HARD fPEMG:{A’;‘ UALRAH |
HUEUM . PEMRAIAREA .

ASISTENT |

sEEDA |




Pagal 190

(1) PJPK menyerahkan barang milik daerah vang diterima dari mitra KSPI atas
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3)
kepada Gubernur. :

(2) Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa ?infrastrukmr beserta.
fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada
pemerintah daerah. :

Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Mﬂz}«: Daerah
Pada Pengelola Barang
Pasal 191

Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah vang berada pada
Pengelola Barang meliputi: :

a. permohonan;

b. penelitian administrasi;

¢. pembentukan Tim dan penilaian;

d

perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPi berupa pembagian
kelebihan keuntungan (clawback);

penerbitan keputusgan;

penyerahan barang milik daerah dari Gubernur kepada Penanggung Jawab
proyek KSPI,

g. pemilihan mitra;

B €]

h. penandatanganan perjanjian;

i. pelaksanaan;

J.  pengamanan dan pemeliharaan;

k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (ciawback) jika ada; dan
l.  pengakhiran. -

Pasal 192

(1} KSFI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang vang
disampaikan secara tertulis kepada Gubernur, 3

(2} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) %Sekumngdmmngnya
memuat data dan informasi mengenai: :
a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkaﬂnya
b. latar belakang permohonan;

c. baraﬂg milik daerah yang diajukan untuk dﬂal«:ukan KSPI, antara lain
jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah;

d. rencana peruntukan KSPI;
e. jangka waktu KSPI; dan :
f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan ?{clawback].

Pasal 193

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dilengkapi
dokumen pendukung berupa: -
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(3)
(4)

(1)

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPJ;
b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan

c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga
dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan peraturaﬁ perundang-
undangan. -

Surat pernyataan sebagaimeana dimaksud pada aya‘t (1) huruf b paling
sedikit memuat: :

a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
b. dasar penunjukan/penetapan;

¢. barang milik daerah vang direncanakan untuk d;}&dzkan sebagai objek
KSPI

d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPE; dan
e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,
Pasal 1924

Gubernur melakukan penelitian administrasi atas pe mohonan KSPL vang
diajukan oleh PJPK,

Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi Sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menunjukkan balwa barang milik daerah dapat dilakukan
KSPI, Gubernur: -

a. membentuk Tim KSPI; dan

b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian harang milik daerah

yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas barang
milik daerah bersangkutan. 5

Pasal 195

Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf a

berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain:

a. Pengelola Barang;
b. Perwakilan dari PD terkait; dan :
¢. Perwakilan dari PD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.

Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fne}iputi'

a. melakukan kajian atas barang milik daerah yaﬁg, diusulkan menjadi

objek KSPI,

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan ;daerah dari KSF‘L.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf b; dan
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelal«xsanaam tugas Tim KSPI
dibebankan pada APRD. :

Tim KSPI dapat meminta masukan kepada P(i’l’lﬁd} atau pihak yang o

berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 196

Perhitungan Dbesaran pembaglan kelebihan I{euntungaﬁ {clawback)

dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 188,
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(2)

(3)

Gubernur menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian
kelebihan keuntungan (clawback} dengan mempertimbangkan perhitungan
Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan
KSPI.

Besaran bagian pemerintah daerah dalam pémbagian kelebihan
keuntungan (clawback) yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

Pasal 197

Gubernur menerbitkan Keputusan KSPI a,pabﬂa? permohonan K&SPI
dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim
KSPI ;

Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memauat: g

a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; |

b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis :i:ﬁfrastmktur;

c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);

d. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan

e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.

Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada:aya‘t {(2) disampaikan
kepada Pengelola Barang. :

Apabilla  permohonan  KSPI dianggap  tidak layak,  Gubernur
memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.

Pasal 198

Gubernur menyerahkan barang milik daerah yang ;menjadi objek KSPI
kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), '

Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pa.da; ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) vang ditandatangani oleh
Gubernur dan PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.

Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan  infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam ranglka KSPI atas
barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang
milik daerah. :

Pasal 199

PJPK penyediaan infrastrukturatas barang milik daerah menetapkan mitra
KSPl berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama
pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. :

Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas
barang milik daerah kepada Gubernur paling lama 1 {satu) bulan setelah
tanggal ditetapkan. :

Pasal 200

PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan
mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender., j

?S KARD PERARGHAT DARRAN

HUuw ! PEMRAKARSA ASISTEN I

SHEIZA

PNV

Cd




(2) Penandatanganan perjanjian KSP! dilakukan palring lama 2 (dua} tahun
terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

Pasal 201

(1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat
(1), PUPK Penyediaan Infrastrulstur menyerahkan barang milik daerah yang
menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI. -

{2} Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh
PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPIL.

(3} Penyerahan barang milik daerah yang menjadi obje?a: KSPl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik
daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 202

(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan
perjanjian KSPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat {1} dan
penyerahan barang milik daerah kepada mitra  KSPI - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) kepada Gubernur dengan melampirkan
salinan perjanjian KSPI dan salinan BAST. :

{2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian  Dbeélum .
ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200
ayat (2} dinyatakan tidak berlaku. : .

(3} Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh
mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) =~
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang milik
daerah. ’ '

Pasal 203

(1) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihal; _
¢. barang milik daerah yang menjadi ohjek pemanfaatan;
d. peruntukan pemanfaatan;
e. hak dan kewajiban;
f. jangka waktu pemanfaatan; :
g besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan; :
i. sanksi; dan
i- penyelesaian perselisihan.

{2) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sebagaimana: dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam bentult Akta Notaris. : '

Pasal 204

(1) Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan |
pemeliharaan atas: : o

a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPL; dan
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(3)

b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah berdasa;rkan perjanjian.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
mencegal terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik daerah
yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi objek
KSPI dan hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka
waktu KSPI. :

Seluruh biaya pengamanan dan pemelharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI. '

Fasal 205

Mitra. KSPI dilarang mendayagunakan barang milik tﬂ&l@l‘&h yang menjadi
objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian,

Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau meﬂggadaikarg barang milik daerah
objek KSPL 1

Pasal 200

Bagian pemerintah daerah atas pembagian ke.febihan keuntungan
(clawback) disetorkan oleh mitra KSPl ke rekening Kas Umum Daerah
paling lambat 31 maret. :

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
{clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam Jjangka waltu perjanjian
KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka walktu perjanjian.

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra KSPI
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) vang diperoleh dari
vang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 207

3Pl atas barang milik daerah berakhir dalam hal:

a.
b.

berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daez"éxh;

pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah; secara sepihak oleh
Cubernur; atau

ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

Pengakhiran secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KE5PI atas barang milik
daerah: :

a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas barang
milik daerah vang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (cdawback);
atan -
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b. tidak memenuhi kewsjiban selain dari sebagaimana dimaksud pada
huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayaﬁt (1} dapat dilakukan
oleh Gubernur berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang
dan/atau Pengguna Barang secara tertulis. ;

Pasal 209

Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Gl};bemur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 208, diawali dengan penerbifan teguran tertulis
pertama kepada mitra KSPI oleh Gubernur. '

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka walktu 30 (tiga puluh} hari sejak
teguran tertulis pertama diterbitkan, Gubernur menerbitkan teguran
tertulis kedua. :

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
teguran tertulis kedua diterbitkan, Gubernur menerbitkan teguran tertulis
ketiga yang merupakan teguran terakhir. -

Apabila mitra KSPl tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
teguran tertulis ketiga diterbitkan, Gubernur menerbitkan surat
pengalchiran KSPL -

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iayat (2) dan ayat (3)
serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan
kepada PJPK. :

Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Gubernur dengan
tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian
KSPL. :

Pasal 210

Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit
oleh auditor independen/aparat pengawasan intern  pemerintah atas
pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK.

Auditor independen/aparat pengawasan intern peméﬂntah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPE
penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah,

PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana diméksud pada ayat (3)
kepada mitra KSPI. i

Mitra KSPI menindakianjuti hasil audit sebagaimana gdimaksud pada ayat
(4) dan melaporkannya kepada PJPK. :

Pasal 211

Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah vang menjadi objelk KSPI
pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak
digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
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(2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas biarang milik daerah,
mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek
KSFP1 sebagaimana dimaksud pada ayat {1). :

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 212

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh
mitra KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal
211, Mitra KSPI tetap berkewsajiban menindaklanjutinya sampai dengan
selesai. '

Pasal 213
{1) PJPK melaporkan kepada Gubernur :
a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207;

b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3); dan

¢. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
212, :

(2) PJPK menyerahkan kepada Gubernur :

a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 1 avat {1}; dan
b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2).

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 214

(1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pélai«:sanaml KSPI atas
barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barar;g.

(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas péiaksana,am KSPI atas
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 2156

(1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah
atas KSPl kepada Gubernur sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti
penyetoran pendapatan daerah,

(2} Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana diinak:&ud pada ayat (1)
merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI,

Paragraf Kesepuluh
Sanksi Dan Denda

Pasal 216

(1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembay@*an atau melakukan
pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian
keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, mitra KSPI atas

barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam
naskah perjanjian.
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(2)

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulean melalui |

penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah. :

FPasal 217

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak -_dipelih"afé:

dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI memperbaild -

sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjik&m.

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah s_éle'éézi
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya magsa KSPI atas barang’ -

milik daerah.

Pasal 218

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang .sel_ahia

pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra - B
wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang - yang ‘sama atau

barang yang sejenis dan setara.

Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud' -pa?d_a': ay:ai: A1)
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat '.be'ra}{hi_;fﬂya

KSPL

Pasal 219

Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian b;f—:s.ran_g _ 'm';ii_'ik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 tidak dapat.

dilakuken, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dar/atau penggantian -

tersebut secara tunai. R

Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditét&pk’aén' o

oleh PJPK.

Pasal 220

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dilakukan
dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) - o
bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal RPN
219 ayat (2). L T

Pasal 221

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal: - -

a.

belumm  melakukan perbaikan dan/atau penggantian - sebagaimana

atau

dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220 pada saat berakhirnya KSPI;

belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi é.bjek'_.f}_{_Séf’i _ '_ L

dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPIL

Pasal 222

Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyéz*ahan'.; baxangmzhk G
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 belum dilakukan terhitung -

1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 221, mitra dikenakan sanksi administratif “berupa surat -

peringatan.
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(2} Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau periyerahan barang milik
daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.

Pagal 223

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) tidak
dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangar.

Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 224

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 191 sampai dengan
Pasal 223 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI
pada Pengguna Barang. '

Pasal 225 _
Gubernur melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah =
yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari
Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak
sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengguna Barang.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 226

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 227

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur-
Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan -
dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa dan Pinjam Pakai
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provirisi =
Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 64) sebagaimana telah diubah ‘beberapa
kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 64 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa dan Pinjam Pakai Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi -Kalimantan
Barat Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. '
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Pasal 228

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. Z

Ditetapkan di Pontianak 4
pada tanggal 7 Wovevsec 2e20

% GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /5

y

Diundangkan di Pontianalk
pada tanggal 1} “wlupvaber 200

SERKRETARIS DAERAH
o PROVINST KALIMANTAN BARAT,

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR VAU
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